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Nomor 22 Tahun 2024 

 
PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN 

NOMOR 22 TAHUN 2024 
 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN  

NOMOR 52 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH 
DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2024 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALI KOTA PEKALONGAN, 

 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan 

konsistensi antara perencanaan, penganggaran, 
pelaksanaan dan pengawasan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kota Pekalongan serta guna pelaksanaan 

ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang–Undang Republik 
Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pasal 263 ayat 
(4) serta Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 52 
Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Kota Pekalongan Tahun 2024; 

b. bahwa sehubungan dengan perubahan asumsi kerangka 
ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta rencana 
program dan kegiatan prioritas daerah, maka Peraturan 
Wali Kota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2023 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan 
perubahan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Wali Kota Pekalongan tentang Perubahan Atas Peraturan 
Wali Kota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2023 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 
2024; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa 
Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 



Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan 
Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – 
Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan 
Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);  

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6402); 

7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan 
Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir diubah dengan Peraturan Daerah 
Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota 
Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan 
(Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 
13); 

8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota 
Pekalongan Tahun 2021 Nomor 8); 

Memperhatikan : Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 25 Tahun 2022 
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota 
Pekalongan Tahun 2024 (Berta Daerah Kota Pekalongan 
Tahun 2021 Nomor 25); 
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 PENDAHULUAN 

1.1. LATAR BELAKANG 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2024 ditetapkan 
melalui Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2024. Seiring dengan dinamika 
pembangunan yang terjadi, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan 
yang sedang berjalan. Selain itu, perubahan kebijakan juga disebabkan oleh perkembangan 
keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka 
pendanaan, serta saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya.  

Berdasarkan hasil evaluasi dan dinamika perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah 
dan kerangka pendanaan tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan dari sisi perencanaan 
pembangunan yang selanjutnya disajikan dalam bentuk Perubahan RKPD Kota Pekalongan 
Tahun 2024. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dimana dijelaskan bahwa RKPD dapat diubah apabila 
tidak sesuai dengan keadaan dalam tahun berjalan yang disebabkan karena perkembangan 
yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, 
prioritas dan sasaran pembangunan, serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah. 
Perubahan RKPD Tahun 2024 disusun guna menjamin keterkaitan dan konsistensi antara 
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta sebagai landasan 
penyusunan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA), Rancangan Perubahan 
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). 

Dengan pertimbangan diatas, serta memperhatikan kondisi hasil evaluasi kinerja 
pembangunan sampai dengan triwulan II tahun 2024, dan kondisi kapasitas kemampuan 
pendanaan yang bergeser dari target yang ditetapkan, menyebabkan diperlukannya 
perubahan/penyesuaian Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Pekalongan Tahun 
2024 agar target dan sasaran pembangunan tetap dapat dicapai demi peningkatan 
kesejahteraan masyarakat Kota Pekalongan. 

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN 

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2024 sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan 
Jawa Barat.  

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.  

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional.  

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.  

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.  

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah beberapa kali terakhir 
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dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
Menjadi Undang-Undang. 

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 
Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk 
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam 
Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau 
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. 

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.  

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan 
Batas Wilayah Kotamadya Dati II Pekalongan dengan Kabupaten Dati II Pekalongan, 
dan Kabupaten Dati II Batang. 

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 
2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. 

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah. 

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 
Pelayanan Minimal. 

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah. 

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman 
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 

15. Peraturan Presiden Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 
tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. 

16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan 
Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, 
Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-
Pemalang. 

17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2020-2024. 

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025. 

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029. 

20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana 
Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026. 

21. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 
2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 
2005-2025. 
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22. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang RTRW Kota 
Pekalongan Tahun 2009-2029, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota 
Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029. 

23. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2021 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 
2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan.  

24. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. 

25. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024. 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar 
Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419). 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi 
Pemerintahan Daerah. 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi 
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 
Pengelolaan Keuangan Daerah. 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. 

32. Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2024. 

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN 

Kebijakan pembangunan daerah Kota Pekalongan yang dituangkan dalam RKPD Kota 
Pekalongan Tahun 2024 terkait dan sejalan dengan arah pembangunan yang dimuat dalam 
berbagai dokumen perencanaan pembangunan nasional, dokumen perencanaan 
pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan dokumen perencanaan Kota Pekalongan. Hal ini 
merupakan amanat Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, 
Undang-Undang Pemerintahan Daerah, maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri yang 
mengatur penyusunan dokumen perencanaan. 

Untuk mewujudkan suatu dokumen perencanaan pembangunan sebagai satu 
kesatuan yang utuh dengan sistem perencanaan pembangunan Nasional dan pembangunan 
daerah Provinsi Jawa Tengah, maka RKPD Kota Pekalongan Tahun 2024 berpedoman pada 
RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, serta memperhatikan RKP Tahun 2024 dan 
RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024. Bagan hubungan antar dokumen disajikan dalam 
Gambar 1.1 berikut. 
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Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen 

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2024 

1.3.1. RKPD dengan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah 
untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan menjabarkan rencana tahunan dari 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RKPD memuat kerangka 
ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk 
jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD Kota Pekalongan Tahun 2024 merupakan penjabaran 
atas rencana pembangunan tahun keempat RPJMD Tahun 2021-2026. Arah kebijakan 
pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2024 yang dituangkan di dalam RKPD Tahun 2024 
berpedoman pada arah kebijakan RPJMD Tahun 2021-2026 pada tahun 2024. 

Tabel 1.1 Hubungan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2024 dengan RPJMD 
Tahun 2016-2021 

No. 
Arah Kebijakan RPJMD Kota 
Pekalongan Tahun 2021-2026 

No. 
Arah Kebijakan RKPD Kota 

Pekalongan Tahun 2024 

Tema Evaluasi Dan Akselerasi Pencapaian 
Target-Target Pembangunan dengan 
Lebih Mengedepankan Aspek 
Peningkatan Kesejahteraan Dan 
Kemandirian 

Tema Akselerasi Pencapaian Target-Target 
Pembangunan dengan Lebih 
Mengedepankan Aspek Peningkatan 
Kesejahteraan Dan Kemandirian 

1 Peningkatan sinergisme lintas sektor, 
pusat dan daerah, untuk menuju 
konvergensi dalam intervensi sasaran 
prioritas dan program prioritas bidang 
kesehatan, termasuk integrasi lintas 
program 

1 Peningkatan sinergitas lintas sektor, 
pusat dan daerah, untuk menuju 
konvergensi dalam intervensi sasaran 
prioritas dan program prioritas bidang 
kesehatan, termasuk integrasi lintas 
program 
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No. 
Arah Kebijakan RPJMD Kota 
Pekalongan Tahun 2021-2026 

No. 
Arah Kebijakan RKPD Kota 

Pekalongan Tahun 2024 

2 Penguatan kapasitas dan pembinaan 
usaha bagi penduduk miskin melalui 
peningkatan keterampilan ekonomis 
produktif dan kemudahan akses 
permodalan 

2 Penguatan kapasitas dan pembinaan 
usaha bagi penduduk miskin melalui 
peningkatan keterampilan ekonomis 
produktif dan kemudahan akses 
permodalan 

3 Peningkatan peran keluarga dan 
masyarakat dalam penguatan pendidikan 
karakter berlandaskan nilai-nilai 
religiusitas dengan tetap meningkatkan 
kompetensi pendidik dan tenaga 
kependidikan disertai penguatan sarana 
prasarana pendidikan 

3 Peningkatan peran keluarga dan 
masyarakat dalam penguatan pendidikan 
karakter berlandaskan nilai-nilai 
religiusitas dengan tetap meningkatkan 
kompetensi pendidik dan tenaga 
kependidikan disertai penguatan sarana 
prasarana pendidikan 

4 Peningkatan perlindungan tenaga kerja 
melalui penerapan norma kerja dan 
keselamatan kesehatan kerja, 
perlindungan terhadap pekerja 
perempuan dan penghapusan pekerja 
anak 

4 Peningkatan perlindungan tenaga kerja 
melalui penerapan norma kerja dan 
keselamatan kesehatan kerja, 
perlindungan terhadap pekerja 
perempuan dan penghapusan pekerja 
anak 

5 Peningkatan peran dan partisipasi 
perempuan dalam pembangunan 
terutama bidang ekonomi, politik, jabatan 
publik dan pengambilan keputusan serta 
peningkatan akses layanan dasar yang 
terpadu ramah dan inklusif bagi anak 

5 Peningkatan peran dan partisipasi 
perempuan dalam pembangunan 
terutama bidang ekonomi, politik, jabatan 
publik dan pengambilan keputusan serta 
peningkatan akses layanan dasar yang 
terpadu ramah dan inklusif bagi anak 

6 Pelaksanaan pencegahan perumahan 
kumuh dan permukiman kumuh 

6 Pelaksanaan pencegahan perumahan 
kumuh dan permukiman kumuh 

7 Peningkatan pembangunan sistem 
penanganan banjir/rob, pengendalian 
pemanfaatan ruang dan pengendalian 
kualitas lingkungan hidup, dengan lebih 
memperhatikan kebijakan-kebijakan 
yang bersifat regional yang menjadi 
kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau 
pemerintah Provinsi Jawa Tengah 

7 Peningkatan pembangunan sistem 
penanganan banjir/rob, pengendalian 
pemanfaatan ruang dan pengendalian 
kualitas lingkungan hidup, dengan lebih 
memperhatikan kebijakan-kebijakan 
yang bersifat regional yang menjadi 
kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau 
pemerintah Provinsi Jawa Tengah 

8 Peningkatan peran serta stakeholder 
potensial/ swasta/ masyarakat untuk 
pengembangan layanan air bersih, 
persampahan dan transportasi perkotaan 

8 Peningkatan peran serta stakeholder 
potensial/ swasta/ masyarakat untuk 
pengembangan layanan air bersih, 
persampahan dan transportasi perkotaan 

9 Peningkatan kolaborasi dalam 
penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi 
kreatif yang kondusif 

9 Peningkatan kolaborasi dalam 
penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi 
kreatif yang kondusif 

10 Peningkatan kualitas dan kuantitas event 
seni dan budaya 

10 Peningkatan kualitas dan kuantitas event 
seni dan budaya 

11 Optimalisasi peran serta stakeholder 
dalam mewujudkan kondusivitas wilayah 

11 Optimalisasi peran serta stakeholder 
dalam menjaga kondusifitas wilayah 
dalam rangka mendukung 
penyelenggaraan pemilu serentak 2024 

12 Peningkatan kapasitas dan kualitas 
manajemen ASN 

12 Peningkatan kapasitas dan kualitas 
manajemen ASN 

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2024 
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1.3.2. RKPD Kota Pekalongan dengan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 

Sinergitas pembangunan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat diperlukan. 
Sinergitas RKPD Tahun 2024 dilakukan dengan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 
melalui penyelarasan sasaran dan prioritas, program dan kegiatan pembangunan Kota 
Pekalongan Daerah Kabupaten/Kota dengan sasaran dan prioritas, program dan kegiatan 
pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Penyelarasan prioritas pembangunan antara 
Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah disajikan dalam Tabel 1.2 berikut. 

Tabel 1.2 Hubungan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2024 dengan 
RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 

PRIORITAS PROVINSI PRIORITAS KOTA PEKALONGAN 

NO PRIORITAS  NO PRIORITAS  

1 Peningkatan kapasitas 
perekonomian yang berdaya saing 
dan merata berbasis sektor 
unggulan didukung dengan 
pengendalian inflasi yang lebih 
optimal dan infratruktur yang 
merata dan berkualitas 

2 Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha 
bagi penduduk miskin melalui peningkatan 
keterampilan ekonomis produktif dan 
kemudahan akses permodalan 

 4 Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui 
penerapan norma kerja dan keselamatan 
kesehatan kerja, perlindungan terhadap 
pekerja perempuan dan penghapusan pekerja 
anak 

 8 Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ 
swasta/ masyarakat untuk pengembangan 
layanan air bersih, persampahan dan 
transportasi perkotaan 

 9 Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim 
pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif 

2 Peningkatan kualitas sumber daya 
manusia yang lebih pintar, sehat, 
bugar, dan adaptif secara inklusif 
dan merata 

1 Peningkatan sinergisme lintas sektor, pusat 
dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam 
intervensi sasaran prioritas dan program 
prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi 
lintas program 

 3 Peningkatan peran keluarga dan masyarakat 
dalam penguatan pendidikan karakter 
berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan 
tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan 
tenaga kependidikan disertai penguatan sarana 
prasarana pendidikan 

  5 Peningkatan peran dan partisipasi perempuan 
dalam pembangunan terutama bidang 
ekonomi, politik, jabatan publik dan 
pengambilan keputusan serta peningkatan 
akses layanan dasar yang terpadu, ramah dan 
inklusif bagi anak 

  10 Peningkatan kualitas dan kuantitas event seni 
dan budaya 

3 Peningkatan pengelolaan sumber 
daya alam dan lingkungan hidup 
dalam rangka mengoptimalkan 
daya dukung dan daya tampung 

6 Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh 
dan permukiman kumuh 

 7 Peningkatan pembangunan sistem 
penanganan banjir/rob, pengendalian 
pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas 
lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan 
kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang 
menjadi kewenangan Pemerintah Pusat 
dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah 
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PRIORITAS PROVINSI PRIORITAS KOTA PEKALONGAN 

NO PRIORITAS  NO PRIORITAS  

4 Perbaikan tata kelola 
pemerintahan yang adaptif dan 
kolaboratif 

11 Optimalisasi peran serta stakeholder dalam 
menjaga kondusifitas wilayah dalam rangka 
mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 
2024 

 12 Peningkatan kapasitas dan kualitas 
manajemen ASN 

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2024 

1.3.3. RKPD dengan RKP Tahun 2024 

Sebagaimana sinergitas pembangunan Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa 
Tengah, sinergitas pembangunan dengan Pemerintah Pusat juga dilakukan. RKPD Tahun 
2024 berpedoman pada RKP tahun 2024, dilakukan dengan penyelarasan prioritas 
pembangunan Kota Pekalongan dan Nasional. Penyelarasan prioritas pembangunan antara 
Kota Pekalongan dengan Nasional disajikan dalam Tabel 1.3 berikut. 

Tabel 1.3 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan Dengan 
Prioritas Pembangunan Nasional 

PRIORITAS NASIONAL PRIORITAS KOTA PEKALONGAN 

NO. PRIORITAS NO. PRIORITAS 

1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi 
untuk Pertumbuhan yang Berkualitas 
dan Berkeadilan 

9 Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan 
iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang 
kondusif 

2 Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan 

  

6 Pelaksanaan pencegahan perumahan 
kumuh dan permukiman kumuh 

8 Peningkatan peran serta stakeholder 
potensial/ swasta/ masyarakat untuk 
pengembangan layanan air bersih, 
persampahan dan transportasi perkotaan 

3 Meningkatkan Sumber Daya 
Manusia Berkualitas dan Berdaya 
Saing  

1 Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat 
dan daerah, untuk menuju konvergensi 
dalam intervensi sasaran prioritas dan 
program prioritas bidang kesehatan, 
termasuk integrasi lintas program 

2 Penguatan kapasitas dan pembinaan 
usaha bagi penduduk miskin melalui 
peningkatan keterampilan ekonomis 
produktif dan kemudahan akses 
permodalan 

3 Peningkatan peran keluarga dan 
masyarakat dalam penguatan pendidikan 
karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas 
dengan tetap meningkatkan kompetensi 
pendidik dan tenaga kependidikan disertai 
penguatan sarana prasarana pendidikan 

4 Peningkatan perlindungan tenaga kerja 
melalui penerapan norma kerja dan 
keselamatan kesehatan kerja, perlindungan 
terhadap pekerja perempuan dan 
penghapusan pekerja anak 

5 Peningkatan peran dan partisipasi 
perempuan dalam pembangunan terutama 
bidang ekonomi, politik, jabatan publik dan 
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PRIORITAS NASIONAL PRIORITAS KOTA PEKALONGAN 

NO. PRIORITAS NO. PRIORITAS 

pengambilan keputusan serta 
peningkatan akses layanan dasar yang 
terpadu ramah dan inklusif bagi anak 

4 Revolusi Mental dan Pembangunan 
Kebudayaan 

10 10Peningkatan kualitas dan kuantitas event 
seni dan budaya 

5 Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar 

6 06. Pelaksanaan pencegahan perumahan 
kumuh dan permukiman kumuh 

8 08. Peningkatan peran serta stakeholder 
potensial/ swasta/ masyarakat untuk 
pengembangan layanan air bersih, 
persampahan dan transportasi perkotaan 

6 Membangun Lingkungan Hidup, 
Meningkatkan Ketahanan Bencana 
dan Perubahan Iklim 

7 07. Peningkatan pembangunan sistem 
penanganan banjir/rob, pengendalian 
pemanfaatan ruang dan pengendalian 
kualitas lingkungan hidup, dengan lebih 
memperhatikan kebijakan-kebijakan yang 
bersifat regional yang menjadi kewenangan 
Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah 
Provinsi Jawa Tengah 

7 Memperkuat Stabilitas 
Polhukhankam dan Transformasi 
Pelayanan Publik 

11 11. Optimalisasi peran serta stakeholder 
dalam menjaga kondusifitas wilayah dalam 
rangka mendukung penyelenggaraan 
pemilu serentak 2024 

12 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas 
manajemen ASN 

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2024 

1.3.4. RKPD dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan Perangkat 
Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang disusun dengan berpedoman pada RKPD Tahun 
2024. Renja memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang 
disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat 
Daerah. 

1.3.5. RKPD dengan RAPBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024 

RKPD yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Wali Kota, menjadi pedoman dalam 
menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA). Rancangan KUA yang telah dibahas 
kepala daerah bersama DPRD, selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD 
(KUA). Berdasarkan Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati, Pemerintah Daerah dan 
DPRD membahas rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang 
disampaikan oleh kepala daerah. Kemudian Kepala daerah menerbitkan pedoman 
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD sebagai pedoman kepala SKPD 
dalam menyusun RKA-SKPD berdasarkan nota kesepakatan. Setelah RKA-SKPD dibuat, 
selanjutnya adalah menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan 
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD. Rancangan peraturan tersebut akan 
dievaluasi dan kemudian ditetapkan oleh kepala daerah menjadi Peraturan Daerah tentang 
APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD. 
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1.4. MAKSUD DAN TUJUAN  

1.4.1. Maksud 

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2024 
disusun dengan maksud untuk menyesuaikan kebijakan dan target pembangunan daerah 
dengan memperhatikan: 

a. hasil evaluasi indikator kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2024; 

b. kondisi perekonomian daerah; 

c. kebijakan yang bersifat mandatory. 

1.4.2. Tujuan 

Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan 
Tahun 2024 adalah: 

a. Mensinkronkan dan mensinergikan kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang belum 
terakomodir pada APBD Tahun Anggaran 2024; 

b. Mengalokasikan kegiatan-kegiatan yang bersifat sangat prioritas/mendesak dan 
menampung kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran dalam rangka pencapaian 
Visi Misi Wali Kota Pekalongan Tahun 2021-2026; 

c. Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) atas realisasi pelaksanaan 
APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Peraturan Daerah tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023; 

d. Menyesuaikan perubahan proyeksi Pendapatan Asli Daerah, Dana transfer dan Lain-lain 
Pendapatan Daerah yang Sah; 

e. Menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah 
Tahun 2024; 

f. Sebagai landasan penyusunan rancangan perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan 
rancangan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 
2024. 

1.5. DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN 

Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan hasil 
evaluasi pelaksanaan tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan 
perkembangan, meliputi: 

a. Penyesuaian Pendapatan Asli Daerah dan dana transfer Pusat; 

b. Ketidaksesuaian dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, 
prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah; 

c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus 
digunakan untuk tahun berjalan; 

d. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan 
perundang-undangan; dan 

e. Pergeseran anggaran, penghapusan dan penambahan kegiatan/sub kegiatan alternatif, 
perubahan target kinerja dan pagu kegiatan/sub kegiatan, serta lokasi dan kelompok 
sasaran kegiatan; 
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1.6. SISTEMATIKA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024 

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 
2024 adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang penyusunan Perubahan RKPD, 
dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen Perubahan RKPD dengan 
dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, kaidah pelaksanaan, maksud dan 
tujuan penyusunan Perubahan RKPD, serta sistematika dokumen. 

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024 

Berisi gambaran umum kondisi daerah dan hasil evaluasi triwulan II RKPD Tahun 

2024 dan permasalahan pembangunan daerah. 

1. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan triwulan II 

tahun berjalan dan realisasi RPJMD mencakup capaian kinerja 

penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut urusan/bidang urusan 

pemerintahan daerah, realisasi target kinerja, dan Perangkat Daerah 

penanggung jawab. 

2. Permasalahan pembangunan daerah berisi rumusan umum permasalahan 

pembangunan daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program RKPD 

Tahun 2024 yang menjadi isu permasalahan daerah. 

3. Isu Strategis berisi rumusan isu-isu berdasarkan data capaian pembangunan 
dan permasalahan pembangunan daerah. 

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH 

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun 2024, yang antara lain 
mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan 
dan kebijakan pemerintah daerah dalam mendanai pembangunan daerah tahun 
2024, meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dengan 
uraian sampai dengan kelompok, jenis dan obyek pendapatan, belanja dan 
pembiayaan. 

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 

Memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan daerah jangka 
menengah, prioritas pembangunan nasional, provinsi dan Kota Pekalongan tahun 
202, serta keterkaitan arah kebijakan pada tiap tingkatan pemerintahan. 

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 

Mengemukakan secara eksplisit perubahan rencana program dan kegiatan daerah 
tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan perubahan kerangka pendanaan 
pada tahun 2024. 

BAB VI PENUTUP 

Berisi  penegasan bahwa dalam penyusunan Perubahan RKPD Kota Pekalongan 
Tahun 2024 telah dilakukan upaya agar sinkron dengan kebijakan Pusat maupun 
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.  
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 EVALUASI HASIL 
TRIWULAN II TAHUN 2024 

2.1. EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DAERAH SAMPAI DENGAN 
TRIWULAN II TAHUN 2024 

2.1.1. Hasil Evaluasi Indikator Kinerja Daerah 

Berdasarkan Pasal 306 Ayat (3) Permendagri No. 86 Tahun 2017, bahwa hasil 
evaluasi RKPD kabupaten/kota digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RKPD 
kabupaten/kota untuk tahun berikutnya. Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023 
memperhatikan hasil evaluasi RKPD triwulan II tahun 2024. Evaluasi capaian indikator 
kinerja ditunjukkan dengan capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Program yang 
terdiri atas Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya 
Saing Daerah.  

Pada evaluasi tersebut, status pencapaian kinerja yang dijabarkan dalam evaluasi 
terbagi dalam 4 kategori, yaitu tercapai, akan tercapai, tidak tercapai dan belum tersedia 
data. Rekapitulasi capaian Indikator Kinerja Utama Daerah RPJMD Kota Pekalongan Tahun 
2021 – 2026 di tahun 2024 dari 101 indikator sebagai berikut: 

1. Evaluasi terhadap penetapan RKPD tahun 2024 

a. Tercapai : 21 indikator (20,79%) 

b. Akan tercapai : 5 indikator (4,95%) 

c. Belum tercapai : 25 indikator (24,75%) 

d. Belum tersedia data : 50 indikator (49,51%) 

2. Evaluasi terhadap target akhir RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 

a. Tercapai : 16 Indikator (15,84%) 

b. Akan tercapai : 2 Indikator (1,98%) 

c. Belum tercapai : 35 Indikator (34,65%) 

d. Belum tersedia data : 48 Indikator (47,53%) 
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Tabel 2.1 Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kota Pekalongan sd Triwulan II Tahun 2024 

No. Aspek Satuan 
Target 
Akhir 

RPJMD 

Kondisi 
Kinerja 
pada 
Awal 

RPJMD 

Realisasi 
Tahun 
2023 

Tahun 2024 

Realisasi 
Capaian 
RPJMD 
sd 2024 

Persen 
capaian 
target 

RPJMD 

Status 
Ketercapaian 

Terhadap 
Target Akhir 

RPJMD 

Target 
Penetapan 

RKPD 
2024 

Realisasi 
s.d TW II 
Tahun 
2024 

Tingkat 
Capaian 
s.d TW. 
II Tahun 

2024 

Status 
Ketercapaian 

Terhadap 
Target 

Penetapan 
RKPD 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Aspek Kesejahteraan Masyarakat 

1 Usia Harapan Hidup Tahun 74.66 74.44 74.60 74.57 n/a n/a Belum Tersedia 
Data 

n/a n/a Belum 
Tersedia Data 

2 Angka Kemiskinan Persen 5.89 7.59 6.81 6.29 n/a n/a Belum Tersedia 
Data 

n/a n/a Belum 
Tersedia Data 

3 Indeks Pembangunan 
Manusia 

Indeks 76.03 75.40 76.71 75.71 n/a n/a Belum Tersedia 
Data 

n/a n/a Belum 
Tersedia Data 

4 Tingkat Pengangguran 
Terbuka 

Persen 5.99 6.89 5.02 6.31 n/a n/a Belum Tersedia 
Data 

n/a n/a Belum 
Tersedia Data 

5 Persentase kelurahan 
dengan kawasan kumuh 
kurang dari 10 persen 

Persen 100.00 55.56 70.37 77.78 70.37 90.47 Akan Tercapai 70,37 70.37 Belum 
Tercapai 

6 Persentase Luas genangan 
Banjir dan Rob 

Persen 12.17 37.27 18.98 19.58 n/a n/a Belum Tersedia 
Data 

18.98 64.12 Belum 
Tercapai 

7 Persentase Capaian 
Layanan Infrastruktur Dasar 

Persen 91.04 n/a 90.48 90.37 66.67 71.77 Belum Tercapai 66.67 73.23 Belum 
Tercapai 

8 PDRB Perkapita Rp. 
Juta/Ji
wa/ 
Tahun 

40.65 n/a 43.29 37.82 n/a n/a Belum Tersedia 
Data 

n/a n/a Belum 
Tersedia Data 

9 Jumlah konflik sosial Kasus 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 100.00 Tercapai 0.00 100.00 Tercapai 

10 Indeks Keluarga Sehat Indeks 0.50 n/a 0.35 0.35 0.35 100.00 Tercapai 0.35 70.00 Belum 
Tercapai 
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No. Aspek Satuan 
Target 
Akhir 

RPJMD 

Kondisi 
Kinerja 
pada 
Awal 

RPJMD 

Realisasi 
Tahun 
2023 

Tahun 2024 

Realisasi 
Capaian 
RPJMD 
sd 2024 

Persen 
capaian 
target 

RPJMD 

Status 
Ketercapaian 

Terhadap 
Target Akhir 

RPJMD 

Target 
Penetapan 

RKPD 
2024 

Realisasi 
s.d TW II 
Tahun 
2024 

Tingkat 
Capaian 
s.d TW. 
II Tahun 

2024 

Status 
Ketercapaian 

Terhadap 
Target 

Penetapan 
RKPD 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

11 Angka Kematian Ibu Per 
100.00
0 KH 

80.01 188.23 122.77 104.14 102.77 101.33 Tercapai 102.77 77.85 Belum 
Tercapai 

12 Angka Kematian Bayi (AKB) Per 
1.000 
KH 

7.00 8.90 13.71 7.60 16.44 46.23 Belum Tercapai 16.44 42.58 Belum 
Tercapai 

13 Angka Kematian Balita 
(AKABA) 

Per 
1.000 
KH 

9.00 10.27 18.42 9.61 18.50 51.95 Belum Tercapai 18.50 48.65 Belum 
Tercapai 

14 Persentase Penurunan 
Warga Miskin (DTKS) 

Persen 11.89 n/a 4.40 2.50 2.39 95.60 Akan Tercapai 2.39 95.60 Belum 
Tercapai 

15 Indeks Pemberdayaan 
Gender (IDG) 

Indeks 61.00 57.87 n/a 59.59 n/a n/a Belum Tersedia 
Data 

n/a n/a Belum 
Tersedia Data 

16 Tingkat Partisipasi Angkatan 
Kerja 

Persen 71.34 75.77 73.95 70.81 n/a n/a Belum Tersedia 
Data 

n/a n/a Belum 
Tersedia Data 

17 Persentase perumahan dan 
permukiman yang tidak 
kumuh 

Persen 100.00 n/a 95.09 96.24 n/a n/a Belum Tersedia 
Data 

95.09 95.09 Belum 
Tercapai 

18 Luas Genangan Banjir dan 
Rob 

Hektar 565.00 1730.00 880.83 909.00 880.83 103.20 Tercapai 880.83 64.14 Belum 
Tercapai 

19 Persentase penduduk yang 
mendapatkan akses 
Layanan Air Minum 

Persen 100.00 n/a 100.00  100.00 n/a n/a Belum Tersedia 
Data 

n/a n/a Belum 
Tersedia Data 

20 Persentase pelayanan 
sampah 

Persen  73.12 73.75 71.45 71.12 n/a n/a Belum Tersedia 
Data 

n/a n/a Belum 
Tersedia Data 

21 Pertumbuhan ekonomi Persen 4.55 3.59 5.44 3.32 n/a n/a Belum Tersedia 
Data 

n/a n/a Belum 
Tersedia Data 
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No. Aspek Satuan 
Target 
Akhir 

RPJMD 

Kondisi 
Kinerja 
pada 
Awal 

RPJMD 

Realisasi 
Tahun 
2023 

Tahun 2024 

Realisasi 
Capaian 
RPJMD 
sd 2024 

Persen 
capaian 
target 

RPJMD 

Status 
Ketercapaian 

Terhadap 
Target Akhir 

RPJMD 

Target 
Penetapan 

RKPD 
2024 

Realisasi 
s.d TW II 
Tahun 
2024 

Tingkat 
Capaian 
s.d TW. 
II Tahun 

2024 

Status 
Ketercapaian 

Terhadap 
Target 

Penetapan 
RKPD 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

22 Persentase pengelolaan 
potensi konflik sosial 

Persen 100.00 n/a 100.00 100.00 100.00 100.00 Tercapai 100.00 100.00 Tercapai 

Aspek Pelayanan Umum 

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 

Urusan Pendidikan 

1 Persentase capaian SPM 
pendidikan serta 
ketercukupan pendidik dan 
tenaga kependidikan 

Persen 100.00 59.51 99.67 100.00 98.65 98.65 Akan Tercapai 98.65 98.65 Akan 
Tercapai 

2 Persentase sekolah yang 
menjalankan kurikulum 
muatan lokal 

Persen 100.00 n/a 100.00 100.00 100.00 100.00 Tercapai 100.00 100.00 Tercapai 

Urusan Kesehatan 

3 Persentase capaian SPM 
Kesehatan 

Persen 100.00 n/a 106.85 95.00 35.99 37.88 Belum Tercapai 35.99 35.99 35.99 

Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

4 Persentase jumlah rumah 
tangga yang memperoleh 
layanan pengolahan air 
limbah domestik (IKK 
Outcome) 

Persen 99.40 n/a 100.00 99.00 100.00 101.01 Tercapai 100.00 100.60 Tercapai 

5 Persentase Luas Kawasan 
Kota Rawan Banjir dan Rob 
yang Terlindungi Oleh 
Infrastruktur Pengendalian 
Banjir 

Persen 87.83 n/a 77.88 80.42 77.88 96.84 Akan Tercapai 77.88 88.67 Belum 
Tercapai 
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No. Aspek Satuan 
Target 
Akhir 

RPJMD 

Kondisi 
Kinerja 
pada 
Awal 

RPJMD 

Realisasi 
Tahun 
2023 

Tahun 2024 

Realisasi 
Capaian 
RPJMD 
sd 2024 

Persen 
capaian 
target 

RPJMD 

Status 
Ketercapaian 

Terhadap 
Target Akhir 

RPJMD 

Target 
Penetapan 

RKPD 
2024 

Realisasi 
s.d TW II 
Tahun 
2024 

Tingkat 
Capaian 
s.d TW. 
II Tahun 

2024 

Status 
Ketercapaian 

Terhadap 
Target 

Penetapan 
RKPD 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

6 Persentase layanan air 
minum terhadap jumlah 
penduduk 

Persen 92.115 n/a 100.00 89.66 100.00 111.53 Tercapai 100.00 108.56 Tercapai 

7 Persentase Peningkatan 
Kemantapan Jalan 

Persen 1.09 n/a 2.19 1.09 n/a n/a Belum Tersedia 
Data 

n/a n/a Belum 
Tersedia Data 

8 Persentase Kesesuaian 
Pemanfaatan dan 
Pengendalian Pemanfaatan 
Ruang 

Regula
si 

96.251 n/a 99.89 96.22 99.45 103.36 Tercapai 99.45 103.32 Tercapai 

9 Pengembangan Sarana 
Persampahan 

Persen 100.00 n/a 20.00 60.00 60.00 100.00 Tercapai 60.00 60.00 Belum 
Tercapai 

Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman 

10 Persentase Jumlah Rumah 
Layak Huni 

Persen 95.58 97.93 98.76 94.36 n/a n/a Belum Tersedia 
Data 

n/a n/a Belum 
Tersedia Data 

Urusan Ketentraman. Ketertiban Umum Dan Linmas 

11 Persentase Pelayanan 
Ketentraman dan Ketertiban 
Umum Sesuai Dengan SPM 

Persen 100.00 n/a 82.41 80.00 85.10 106.38 Tercapai 85.10 85.10 Belum 
Tercapai 

12 Persentase korban bencana 
yang ditangani 

Persen 100.00 11.77 100.00 100.00 100.00 100.00 Tercapai 100.00 100.00 Tercapai 

13 Persentase penanganan 
bencana kebakaran 

Persen 100.00 n/a 100.00 100.00 100.00 100.00 Tercapai 100.00 100.00 Tercapai 

Urusan Sosial 

14 Persentase Penurunan 
Pemerlu Pelayanan 
Kesejahteraan Sosial 
(PPKS) 

Persen 3.82 n/a 17.64 3.55 0.01 0.28 Belum Tercapai 0.01 0.26 Belum 
Tercapai 
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No. Aspek Satuan 
Target 
Akhir 

RPJMD 

Kondisi 
Kinerja 
pada 
Awal 

RPJMD 

Realisasi 
Tahun 
2023 

Tahun 2024 

Realisasi 
Capaian 
RPJMD 
sd 2024 

Persen 
capaian 
target 

RPJMD 

Status 
Ketercapaian 

Terhadap 
Target Akhir 

RPJMD 

Target 
Penetapan 

RKPD 
2024 

Realisasi 
s.d TW II 
Tahun 
2024 

Tingkat 
Capaian 
s.d TW. 
II Tahun 

2024 

Status 
Ketercapaian 

Terhadap 
Target 

Penetapan 
RKPD 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 

Urusan Tenaga Kerja 

15 Persentase Tenaga Siap 
Pakai yang ditempatkan 

Persen 52.36 68.00 49.26 52.29 21.02 40.20 Belum Tercapai 21.02 40.15 Belum 
Tercapai 

Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 

16 Indeks sumbangan 
pendapatan perempuan 
dalam IDG 

Indeks 28.53 n/a n/a 28.52 n/a n/a Belum Tersedia 
Data 

n/a n/a Belum 
Tersedia Data 

18
7 

Skor Kota Layak Anak Skor 636.00 602.00 769.80 632.00 n/a n/a Belum Tersedia 
Data 

n/a n/a Belum 
Tersedia Data 

Urusan Pangan 

18 Persentase penanganan 
daerah rawan pangan 

Persen 100.00 n/a 100.00 100.00 n/a n/a Belum Tersedia 
Data 

n/a n/a Belum 
Tersedia Data 

Urusan Pertanahan 

19 Persentase peta bidang 
tanah untuk pembangunan 
fasilitas umum yang sudah 
teregister 

Persen 100.00 n/a n/a 100.00 n/a n/a Belum Tersedia 
Data 

n/a n/a Belum 
Tersedia Data 

Urusan Lingkungan Hidup 

20 Persentase tingkat 
pencemaran air 

Persen 60.00 n/a 28.57 60.00 14.29 419.87 Tercapai 14.29 419.87 Tercapai 

21 Persentase Kenaikan 
Luasan RTH 

Persen 0.34 0.00 1.31 0.34 0.00 0.00 Belum Tercapai 0.00 0.00 Belum 
Tercapai 

22 Persentase peningkatan 
pengelolaan sampah 

Persen 69.91 n/a 95.20 70.68 23.65 33.46 Belum Tercapai 23.65 33.83 Belum 
Tercapai 
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No. Aspek Satuan 
Target 
Akhir 

RPJMD 

Kondisi 
Kinerja 
pada 
Awal 

RPJMD 

Realisasi 
Tahun 
2023 

Tahun 2024 

Realisasi 
Capaian 
RPJMD 
sd 2024 

Persen 
capaian 
target 

RPJMD 

Status 
Ketercapaian 

Terhadap 
Target Akhir 

RPJMD 

Target 
Penetapan 

RKPD 
2024 

Realisasi 
s.d TW II 
Tahun 
2024 

Tingkat 
Capaian 
s.d TW. 
II Tahun 

2024 

Status 
Ketercapaian 

Terhadap 
Target 

Penetapan 
RKPD 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

23 Tertib Hukum Lingkungan Persen 60.10 20.00 43.04 43.00 18.83 43.79 Belum Tercapai 18.83 31.33 Belum 
Tercapai 

Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 

24 Tingkat cakupan layanan 
administrasi kependudukan 

Persen 91.38 82.37 83.56 89.50 87.90 98.21 Akan Tercapai 87.90 96.19 Akan 
Tercapai 

Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 

25 Persentase swadaya 
masyarakat dalam 
pembangunan berbasis 
masyarakat 

Persen 10.00 n/a 8.45 9.02 n/a n/a Belum Tersedia 
Data 

n/a n/a Belum 
Tersedia Data 

Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 

26 Persentase pencapaian 
pemakaian kontrasepsi 
Modern (Modern 
Contraceptive Prevalence 
Rate/mCPR) 

Persen 67.65 n/a 61.46 67.55 n/a n/a Belum Tersedia 
Data 

n/a n/a Belum 
Tersedia Data 

Urusan Perhubungan 

27 Persentase Kinerja Ruas 
Jalan dengan Kategori A 

Persen 28.00 n/a 24.69 28.00 n/a n/a Belum Tersedia 
Data 

n/a n/a Belum 
Tersedia Data 

Urusan Komunikasi Dan Informatika 

28 Indeks domain tata kelola 
SPBE 

Indeks 3.25 n/a 3.29 3.05 n/a n/a Belum Tersedia 
Data 

n/a n/a Belum 
Tersedia Data  

29 Kinerja Unit Pelayanan 
Informasi Publik 

Mutu 
Pelaya
nan 

Sangat 
Baik 
(Nilai 
88.31 – 
100) 

n/a 96.62 Sangat 
Baik (Nilai 
88.31 – 
100.00) 

n/a n/a Belum Tersedia 
Data 

n/a n/a Belum 
Tersedia Data 
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No. Aspek Satuan 
Target 
Akhir 

RPJMD 

Kondisi 
Kinerja 
pada 
Awal 

RPJMD 

Realisasi 
Tahun 
2023 

Tahun 2024 

Realisasi 
Capaian 
RPJMD 
sd 2024 

Persen 
capaian 
target 

RPJMD 

Status 
Ketercapaian 

Terhadap 
Target Akhir 

RPJMD 

Target 
Penetapan 

RKPD 
2024 

Realisasi 
s.d TW II 
Tahun 
2024 

Tingkat 
Capaian 
s.d TW. 
II Tahun 

2024 

Status 
Ketercapaian 

Terhadap 
Target 

Penetapan 
RKPD 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Urusan Koperasi dan UKM 

30 Nilai modal usaha UMKM 
dari koperasi 

Rp. 
Trilyun 

9.02 n/a 11.46 8.42 10.23 121.50 Tercapai 10.23 113.41 Tercapai 

Urusan Penanaman Modal 

31 Nilai Investasi sampai 
dengan tahun rencana 

Milyar 
Rupiah 

216.78 410.60 765.82 208.37 18.01 8.64 Belum Tercapai 18.01 8.31 Belum 
Tercapai 

Urusan Kebudayaan 

32 Persentase Peningkatan 
Kelompok Budaya 

Persen 1.46 47.20 1.53 1.50 n/a n/a Belum Tersedia 
Data 

n/a n/a Belum 
Tersedia Data 

Urusan Perpustakaan 

33 Nilai tingkat kegemaran 
membaca masyarakat (IKK 
Outcome) 

Indeks 20.73 n/a 19.25 20.32 n/a n/a Belum Tersedia 
Data 

n/a n/a Belum 
Tersedia Data 

Urusan Kearsipan 

34 Indeks Pengawasan 
Kearsipan Tingkat Kota 
(ANRI) 

Indeks 74.40 87.59 91.02 73.60 n/a n/a Belum Tersedia 
Data 

n/a n/a Belum 
Tersedia Data 

Urusan Kepemudaan Dan Olahraga 

35 Tingkat partisipasi pemuda 
dalam pembangunan 

Persen 1.37 n/a 1.39 1.26 n/a n/a Belum Tersedia 
Data 

n/a n/a Belum 
Tersedia Data 

36 Prestasi olahraga tingkat 
provinsi 

Cabor 15.00 4.00 6.00 14.00 n/a n/a Belum Tersedia 
Data 

n/a n/a Belum 
Tersedia Data 

Urusan Statistik 

37 Persentase ketersediaan 
data statistik sektoral 

Persen 80.00 n/a 77.73 73.00 n/a n/a Belum Tersedia 
Data 

n/a n/a Belum 
Tersedia Data 

Urusan Persandian 
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No. Aspek Satuan 
Target 
Akhir 

RPJMD 

Kondisi 
Kinerja 
pada 
Awal 

RPJMD 

Realisasi 
Tahun 
2023 

Tahun 2024 

Realisasi 
Capaian 
RPJMD 
sd 2024 

Persen 
capaian 
target 

RPJMD 

Status 
Ketercapaian 

Terhadap 
Target Akhir 

RPJMD 

Target 
Penetapan 

RKPD 
2024 

Realisasi 
s.d TW II 
Tahun 
2024 

Tingkat 
Capaian 
s.d TW. 
II Tahun 

2024 

Status 
Ketercapaian 

Terhadap 
Target 

Penetapan 
RKPD 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

38 Indeks Tata Kelola KAMI Tingkat 2 n/a II II n/a n/a Belum Tersedia 
Data 

n/a n/a Belum 
Tersedia Data 

URUSAN PILIHAN 

Urusan Kelautan dan Perikanan 

39 Jumlah Total Produksi 
Perikanan (Budidaya dan 
Tangkap) Kab/Kota 

Ton 15,600.0
0 

n/a 10,123.7
9 

15,293.00 5,438.42 35.56 Belum Tercapai 5,438.42 34.86 Belum 
Tercapai 

Urusan Pariwisata 

40 Tingkat Kunjungan Wisata Orang 625,000 316,440 1,258,59
7 

595,000 89,595 15.06 Belum Tercapai 89,595 14.36 Belum 
Tercapai 

Urusan Pertanian 

41 Nilai produksi tanaman 
pangan. hortikultura dan 
peternakan 

Rp. 
Juta 

259,492,
900 

n/a 637,811,
340 

251,474,39
0 

n/a n/a Belum Tersedia 
Data 

n/a n/a Belum 
Tersedia Data 

Urusan Perindustrian 

42 Pertumbuhan Industri Persen 0.07 2.38 2.30 0.09 n/a n/a Belum Tersedia 
Data 

n/a n/a Belum 
Tersedia Data 

Urusan Perdagangan 

43 Nilai Ekspor Perdagangan Juta 
USD 

27.51 n/a 11.09 26.97 5.96 22.10 Belum Tercapai 5.96 21.66 Belum 
Tercapai 

URUSAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 

Sekretariat Daerah 

44 Persentase Capaian Kinerja 
Pembangunan 

Persen 94.00 n/a 96.38 94.00 n/a n/a Belum Tersedia 
Data 

n/a n/a Belum 
Tersedia Data 

Sekretariat DPRD 



  

 

Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2024 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024 20 

 

No. Aspek Satuan 
Target 
Akhir 

RPJMD 

Kondisi 
Kinerja 
pada 
Awal 

RPJMD 

Realisasi 
Tahun 
2023 

Tahun 2024 

Realisasi 
Capaian 
RPJMD 
sd 2024 

Persen 
capaian 
target 

RPJMD 

Status 
Ketercapaian 

Terhadap 
Target Akhir 

RPJMD 

Target 
Penetapan 

RKPD 
2024 

Realisasi 
s.d TW II 
Tahun 
2024 

Tingkat 
Capaian 
s.d TW. 
II Tahun 

2024 

Status 
Ketercapaian 

Terhadap 
Target 

Penetapan 
RKPD 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

45 Persentase pelayanan 
agenda kerja DPRD 

Persen 100.00 100.00 100.00 100.00 50.00 50.00 Belum Tercapai 50.00 50.00 Belum 
Tercapai 

URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

Perencanaan 

46 Persentase Program RKPD 
selaras dengan RPJMD 

Persen 100.00 97.33 100.00 100.00 100.00 100.00 Tercapai 100.00 100.00 Tercapai 

Keuangan 

47 Penetapan APBD dan 
penyusunan LKD tepat 
waktu 

Persen 100.00 n/a 100.00 100.00 33.33 33.33 Belum Tercapai 33.33 33.33 Belum 
Tercapai 

48 Rasio PAD Persen 2.06 n/a 2.26 2.01 0.93 46.27 Belum Tercapai 0.93 45.15 Belum 
Tercapai 

Kepegawaian 

49 Persentase laporan SKP 
ASN tepat waktu 

Persen 90.00 n/a 98.90 88.00 99.78 113.39 Tercapai 99.78 110.87 Tercapai 

Pendidikan dan Pelatihan 

50 Persentase jumlah ASN 
yang meningkat 
kompetensinya 

Persen 40.00 n/a 34.37 40.00 18.72 46.80 Belum Tercapai 18.72 46.80 Belum 
Tercapai 

Penelitian dan Pengembangan 

51 Persentase Laporan Hasil 
Litbang 

Persen 100.00 n/a 100.00 100.00 n/a n/a Belum Tersedia 
Data 

n/a n/a Belum 
Tersedia Data 

UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 

Inspektorat Daerah 
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No. Aspek Satuan 
Target 
Akhir 

RPJMD 

Kondisi 
Kinerja 
pada 
Awal 

RPJMD 

Realisasi 
Tahun 
2023 

Tahun 2024 

Realisasi 
Capaian 
RPJMD 
sd 2024 

Persen 
capaian 
target 

RPJMD 

Status 
Ketercapaian 

Terhadap 
Target Akhir 

RPJMD 

Target 
Penetapan 

RKPD 
2024 

Realisasi 
s.d TW II 
Tahun 
2024 

Tingkat 
Capaian 
s.d TW. 
II Tahun 

2024 

Status 
Ketercapaian 

Terhadap 
Target 

Penetapan 
RKPD 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

52 Persentase OPD yang telah 
menerapkan SPIP pada 
level terdefinisi 

Persen 100.00 n/a 66.67 77.42 n/a n/a Belum Tersedia 
Data 

n/a n/a Belum 
Tersedia Data 

53 Jumlah OPD yang 
memenuhi standar 
pengusulan predikat 
WBK/WBBM 

OPD 16.00 n/a 14.00 14.00 0.00 0.00 Belum Tercapai 14.00 87.50 Belum 
Tercapai 

URUSAN KEWILAYAHAN 

Kecamatan 

54 Tingkat Kinerja 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan. Pelayanan 
Publik. Pemberdayaan 
Masyarakat. Trantibum 
(Kec.Pekalongan Utara) 

Persen 100.00 n/a 99.84 100.00 59.49 59.49 Belum Tercapai 59.49 59.49 Belum 
Tercapai 

55 Tingkat Kinerja 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan. Pelayanan 
Publik. Pemberdayaan 
Masyarakat. Trantibum (Kec. 
Pekalongan Selatan) 

Persen 100.00 n/a 99.87 100.00 42.11 42.11 Belum Tercapai 42.11 42.11 Belum 
Tercapai 

56 Tingkat Kinerja 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan. Pelayanan 
Publik. Pemberdayaan 
Masyarakat. Trantibum (Kec. 
Pekalongan Barat) 

Persen 100.00 n/a 99.73 100.00 66.64 66.64 Belum Tercapai 66.64 66.64 Belum 
Tercapai 

57 Tingkat Kinerja 
Penyelenggaraan 

Persen 100.00 n/a 100.00 100.00 38.13 38.13 Belum Tercapai 38.13 38.13 Belum 
Tercapai 
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No. Aspek Satuan 
Target 
Akhir 

RPJMD 

Kondisi 
Kinerja 
pada 
Awal 

RPJMD 

Realisasi 
Tahun 
2023 

Tahun 2024 

Realisasi 
Capaian 
RPJMD 
sd 2024 

Persen 
capaian 
target 

RPJMD 

Status 
Ketercapaian 

Terhadap 
Target Akhir 

RPJMD 

Target 
Penetapan 

RKPD 
2024 

Realisasi 
s.d TW II 
Tahun 
2024 

Tingkat 
Capaian 
s.d TW. 
II Tahun 

2024 

Status 
Ketercapaian 

Terhadap 
Target 

Penetapan 
RKPD 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Pemerintahan. Pelayanan 
Publik. Pemberdayaan 
Masyarakat. Trantibum (Kec. 
Pekalongan Timur) 

UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 

Kesatuan Bangsa dan Politik 

58 Persentase etnis/suku 
/agama/ormas dan LSM 
yang memahami nilai-nilai 
kehidupan berbangsa 

Persen 100.00 n/a 100.00 100.00 35.51 35.51 Belum Tercapai 35.51 35.51 Belum 
Tercapai 

59 Persentase Partai Politik dan 
Lembaga Pendidikan yang 
Memahami Tata Kehidupan 
Politik 

Persen 100.00 n/a 100.00 100.00 100.00 100.00 Tercapai 100.00 100.00 Tercapai 

Aspek Daya Saing 

1 Indeks Kualitas Lingkungan 
Hidup 

Indeks 50.90 54.31 56.24 50.88 n/a n/a Belum Tersedia 
Data 

n/a n/a Belum 
Tersedia Data 

2 Persentase Seni Budaya 
yang dilestarikan 

Persen 100.00 100.00 100.00 100.00 n/a n/a Belum Tersedia 
Data 

n/a n/a Belum 
Tersedia Data 

3 Indeks Reformasi Birokrasi Indeks 75.69 69.66 77.12 73.69 n/a n/a Belum Tersedia 
Data 

n/a n/a Belum 
Tersedia Data 

4 Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 9.92 9.18 9.29 9.59 n/a n/a Belum Tersedia 
Data 

n/a n/a Belum 
Tersedia Data 

5 Persentase satuan 
pendidikan yang 
menerapkan pendidikan 
karakter dan pendidikan 
keagamaan 

Persen 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Tercapai 100.00 100.00 Tercapai 
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No. Aspek Satuan 
Target 
Akhir 

RPJMD 

Kondisi 
Kinerja 
pada 
Awal 

RPJMD 

Realisasi 
Tahun 
2023 

Tahun 2024 

Realisasi 
Capaian 
RPJMD 
sd 2024 

Persen 
capaian 
target 

RPJMD 

Status 
Ketercapaian 

Terhadap 
Target Akhir 

RPJMD 

Target 
Penetapan 

RKPD 
2024 

Realisasi 
s.d TW II 
Tahun 
2024 

Tingkat 
Capaian 
s.d TW. 
II Tahun 

2024 

Status 
Ketercapaian 

Terhadap 
Target 

Penetapan 
RKPD 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

6 Kategori Kota Layak Anak Kategor
i 

Madya Madya Nindya Madya n/a n/a Belum Tersedia 
Data 

n/a n/a Belum 
Tersedia Data 

7 Indeks Kualitas Air Indeks 35.39 13.29 48.86 35.37 n/a n/a Belum Tersedia 
Data 

n/a n/a Belum 
tersedia data 

8 Indeks Kualitas Lahan Indeks 23.61 5.17 24.39 23.60 n/a n/a Belum Tersedia 
Data 

n/a n/a Belum 
tersedia data 

9 Regulasi bidang 
perencanaan tata ruang dan 
pemanfaatan ruang yang 
ditetapkan 

Regula
si 

7.00 n/a 3.00 7.00 3.00 42.86 Belum Tercapai 3.00 42.86 Belum 
Tercapai 

10 Tingkat pelayanan jalan 
(Level Of Service) 

Kategor
i 

B C B B n/a n/a Belum Tersedia 
Data 

n/a n/a Belum 
tersedia data 

11 Persentase keterhubungan 
jalan 

Persen 100.00 n/a 100.00 100.00 100.00 100.00 Tercapai 100.00 100.00 Tercapai 

12 Persentase 
Penyelenggaraan Event 
Budaya  

Persen 100.00 n/a 111.11 93.33 117.78 126.20 Tercapai 117.78 117.78 Tercapai 

13 Indeks SPBE Indeks 3.25 n/a 3.29 3.05 n/a n/a Belum Tersedia 
Data 

n/a n/a Belum 
tersedia data 

14 IKM Kota Persen 84.09 80.83 90.69 83.79 n/a n/a Belum Tersedia 
Data 

n/a n/a Belum 
tersedia data 

15 Nilai Keterbukaan Informasi 
Publik (KIP) Tingkat Kota 

Skor 97.50 n/a 96.62 97.00 n/a n/a Belum Tersedia 
Data 

n/a n/a Belum 
tersedia data 

16 Indeks Merit System Indeks 260.00 n/a 327.00 250.00 n/a n/a Belum Tersedia 
Data 

n/a n/a Belum 
tersedia data 

17 Nilai SAKIP Kota  Skor 76.07 73.16 72.83 75.07 n/a n/a Belum Tersedia 
Data 

n/a n/a Belum 
tersedia data 
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No. Aspek Satuan 
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Akhir 

RPJMD 
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Awal 

RPJMD 
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Realisasi 
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Ketercapaian 

Terhadap 
Target 

Penetapan 
RKPD 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

18 Opini BPK Atas Laporan 
Keuangan (IKK Outcome) 

Kategor
i 

WTP WTP n/a WTP n/a n/a Belum Tersedia 
Data 

n/a n/a Belum 
Tersedia Data 

19 Maturitas SPIP Nilai 4.00 3.00 3.002 3.60 n/a n/a Belum Tersedia 
Data 

n/a n/a Belum 
Tersedia Data 

20 Jumlah OPD yang 
menyandang predikat 
WBK/WBBM 

OPD 8.00 n/a 3.00 6.00 3.00 50.00 Belum Tercapai 3.00 37.50 Belum 
Tercapai 

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah). 2024 
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2.1.2. Hasil Evaluasi Indikator Kinerja Utama Sampai Dengan Tahun 2024 

2.1.2.1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar 

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 

Tabel 2.2 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan sd Triwulan II Tahun 2024 

No Aspek/ Indikator Satuan 
Target 
Akhir 

RPJMD 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 

Realisasi s.d. 
2023 

Tahun 2024 
Realisasi 

RPJMD s.d. 
TW II - 2024 

Tingkat 
Capaian 
RPJMD 

Status Ketercapaian 
Thd Target Akhir 

RPJMD 

Target 
RKPD 
2024 

Realisasi s.d. 
TW II 2024 

1.01. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 

 1.01.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota 

1 Persentase ketersediaan laporan capaian 
kinerja 

persen 100 100 100.00 100.00 38.55 38.55 38.55 Belum Tercapai 

2 Persentase ketersediaan layanan 
administrasi kepegawaian, administrasi 
umum dan jasa penunjang urusan 
pemerintah daerah 

persen 100 100 103.01 100.00 33.17 33.17 33.17 Belum Tercapai 

3 Persentase pengadaan/pemeliharaan barang 
milik daerah 

persen 100 100 100.00 100.00 54.98 54.98 54.98 Belum Tercapai 

 1.01.02. Program Pengelolaan Pendidikan 

1 Persentase capaian SPM pendidikan persen 100 76.37 99.67 89.50 98.65 98.65 98.65 Akan Tercapai 

 1.01.03. Program Pengembangan Kurikulum 

1 Persentase ketersediaan kurikulum muatan 
lokal jenjang PAUD/PNF dan Dikdas 

persen 100 100 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Tercapai 

 1.01.04. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 

1 
  

Persentase ketercukupan pendidik dan 
tenaga kependidikan 

persen 100 100 56.11 100.00 56.11 56.11 56.11 Belum Tercapai 

Capaian indikator Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan tidak memenuhi target dikarenakan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang sesuai SPM (2.414) 
belum sebanding dengan jumlah kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai SPM (4.302), sementara alokasi kuota sertifikasi pendidik yang disediakan Pemerintah Pusat 
terbatas. 

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024 
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2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 

Tabel 2.3 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan sd Triwulan II Tahun 2024 

No Aspek/ Indikator Satuan 
Target 
Akhir 

RPJMD 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 

Realisasi s.d. 
2023 

Tahun 2024 
Realisasi 

RPJMD s.d. 
TW II - 2024 

Tingkat 
Capaian 
RPJMD 

Status Ketercapaian 
Thd Target Akhir 

RPJMD 

Target 
RKPD 
2024 

Realisasi s.d. 
TW II 2024 

1.02. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 

 1.02.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota 

1 Persentase ketersediaan laporan capaian 
kinerja 

Persen 100.00 100.00 100.00 100.00 41.12 41.12 41.12 Belum Tercapai 

2 Persentase ketersediaan layanan 
administrasi kepegawaian, administrasi 
umum dan jasa penunjang urusan 
pemerintah daerah 

Persen 100.00 100.00 100.00 100.00 30.99 30.99 30.99 Belum Tercapai 

3 Persentase pengadaan/pemeliharaan 
barang milik daerah 

Persen 100.00 100.00 100.00 100.00 32.23 32.23 32.23 Belum Tercapai 

4 Persentase ketersediaan laporan capaian 
kinerja 

persen 100.00 100.00 100.00 100.00 33.34 33.34 33.34 Belum Tercapai 

5 Persentase ketersediaan layanan BLUD persen 100.00 100.00 100.00 100.00 50.00 50.00 50.00 Belum Tercapai 

6 Persentase ketersediaan layanan 
administrasi kepegawaian, administrasi 
umum dan jasa penunjang urusan 
pemerintah daerah 

persen 100.00 100.00 100.00 100.00 33.33 33.33 33.33 Belum Tercapai 

 1.02.02. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 

1 Persentase penduduk yang 
memanfaatkan layanan UKM dan UKP 
rujukan tingkat kabupaten/kota 

Persen 92.00 88.00 18.00 91.00 n/a n/a n/a Belum Tersedia Data 

Capaian indikator Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota belum tersedia data dikarenakan Belum ada data rilis Jumlah 
penduduk Tahun 2024. 

2 Persentase RS rujukan tingkat 
kabupaten/kota yang terakreditasi (IKK 
Outcome) 

Persen 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Tercapai 
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No Aspek/ Indikator Satuan 
Target 
Akhir 

RPJMD 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 

Realisasi s.d. 
2023 

Tahun 2024 
Realisasi 

RPJMD s.d. 
TW II - 2024 

Tingkat 
Capaian 
RPJMD 

Status Ketercapaian 
Thd Target Akhir 

RPJMD 

Target 
RKPD 
2024 

Realisasi s.d. 
TW II 2024 

3 Persentase ketersediaan sarana, 
prasarana dan alat kesehatan di 
puskesmas yang sesuai standar 

Persen 90.00 70.00 72.00 85.00 60.22 60.22 66.91 Belum Tercapai 

Capaian indikator Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di puskesmas yang sesuai standar tidak memenuhi target dikarenakan Pemenuhan SPA Puskesmas 
belum sesuai standart . SPA sesuai standart baru akan dilaksanakan pada tahun ini. Pengadaan di Tahun 2025. 

4 Persentase ketersediaan sarana, 
prasarana dan alat kesehatan di RSUD 
yang sesuai standar 

persen 72.50 60.00 100.00 67.50 100.00 100.00 100.00 Tercapai 

Capaian indikator Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar jauh melebihi target dikarenakan Pengembangan Pelayanan dan 
Inovasi di RSUD Bendan dalam pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD sudah memenuhi standar yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan 
Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Tipe C) 

 1.02.03. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 

1 Persentase tenaga kesehatan yang 
memiliki Surat Ijin Praktek 

Persen 95.50 93.00 90.59 94.50 100.00 100.00 105.82 Tercapai 

2 Persentase tenaga kesehatan di RSUD 
yang memiliki kompetensi yang 
dipersyaratkan 

persen 60.00 35.00 100.00 50.00 100.00 100.00 166.67 Tercapai 

Capaian indikator Persentase tenaga kesehatan di RSUD yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan jauh melebihi target dikarenakan Capaian jauh melebihi target dikarenakan 
adanya UU Nomor 17 tahun 2023 dimana diwajibkan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktik wajib memiliki STR dan SIP, sehingga pada saat ini semua 
tenaga kesehatan RSUD yang masuk dan bekerja di RSUD telah memiliki kompetensi yang dipersyaratkan. 

 1.02.04. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman 

1 Persentase sarana farmasi yang 
memenuhi standar 

Persen 100.00 100.00 100.00 100.00 62.50 62.50 62.50 Belum Tercapai 

Capaian indikator Persentase sarana farmasi yang memenuhi standar tidak memenuhi target dikarenakan Pengawasan belum dilakukan ke seluruh sarana farmasi yang ada. 

2 Persentase produk pangan olahan 
industri rumah tangga yang bebas dari 
cemaran 

Persen 100.00 92.00 100.00 98.00 0.00 0.00 0.00 Belum Tersedia Data 

Indikator Persentase produk pangan olahan industri rumah tangga yang bebas dari cemaran belum tersedia data dikarenakan Belum dilakukan pengujian sampel PIRT Pengujian akan 
dilakukan di TW III. 
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No Aspek/ Indikator Satuan 
Target 
Akhir 

RPJMD 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 

Realisasi s.d. 
2023 

Tahun 2024 
Realisasi 

RPJMD s.d. 
TW II - 2024 

Tingkat 
Capaian 
RPJMD 

Status Ketercapaian 
Thd Target Akhir 

RPJMD 

Target 
RKPD 
2024 

Realisasi s.d. 
TW II 2024 

3 Persentase tempat pengelolaan makanan 
(TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang 
memenuhi syarat 

Persen 97.00 95.00 94.22 96.00 64.58 64.58 66.58 Belum Tercapai 

Capaian indikator Persentase tempat pengelolaan makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat tidak memenuhi target dikarenakan masih terdapat tempat 
pengelolaan makanan (TPM) dan depot air minum (DAM) yang belum memenuhi syarat, seperti misalnya tidak tersedianya tempat cuci tangan dan sebagainya. 

 1.02.05. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 

1 Persentase Rumah Tangga Sehat Persen 95 90 98.65 93.00 n/a n/a n/a Belum Tersedia Data 

Capaian indikator Persentase Rumah Tangga Sehat tidak memenuhi target dikarenakan data tahunan (baru bisa dihitung di akhir tahun) 

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024 

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

Tabel 2.4 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sd 
Triwulan II Tahun 2024 

No Aspek/ Indikator Satuan 
Target 
Akhir 

RPJMD 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 

Realisasi 
s.d. 2023 

Tahun 2024 
Realisasi 

RPJMD s.d. 
TW II - 2024 

Tingkat 
Capaian 
RPJMD 

Status Ketercapaian 
Thd Target Akhir 

RPJMD 

Target 
RKPD 
2024 

Realisasi s.d. 
TW II 2024 

1.03. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 

 1.03.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota 

1 Persentase ketersediaan laporan capaian 
kinerja 

persen 100.00 100.00 100.00 100.00 41.14 41.14 41.14 Belum Tercapai 

2 Persentase ketersediaan layanan 
administrasi kepegawaian, administrasi 
umum dan jasa penunjang urusan 
pemerintah daerah 

persen 100.00 100.00 100.28 100.00 43.83 43.83 43.83 Belum Tercapai 

3 Persentase Pengadaan/ Pemeliharaan 
barang milik daerah 

Persen 100.00 100.00 100.00 100.00 37.68 37.68 37.68 Belum Tercapai 

 1.03.02. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (sda) 
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No Aspek/ Indikator Satuan 
Target 
Akhir 

RPJMD 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 

Realisasi 
s.d. 2023 

Tahun 2024 
Realisasi 

RPJMD s.d. 
TW II - 2024 

Tingkat 
Capaian 
RPJMD 

Status Ketercapaian 
Thd Target Akhir 

RPJMD 

Target 
RKPD 
2024 

Realisasi s.d. 
TW II 2024 

1 Persentase sarpras pengendali banjir dan 
rob dalam kondisi baik 

Persen 93.10 82.76 100.00 93.10 100.00 100.00 107.41 Tercapai 

 1.03.03. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 

1 Cakupan layanan air minum yang dikelola 
oleh pemerintah 

Persen 92.11 85.77 67.42 89.66 67.42 67.42 73.19 Belum Tercapai 

Capaian indikator Cakupan layanan air minum yang dikelola oleh pemerintah tidak memenuhi target dikarenakan pada triwulan II pekerjaan fisik yang mendukung capaian 
program ini masih dalam tahap perencanaan (perluasan sistem penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (lokus nya di daerah : Kel. Panjang Wetan, Bugisan, Kel. Setono 
dan Kel. Kuripan Kertoharjo) 

 1.03.04. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional 

1 Persentase Ketersediaan Sarana 
Persampahan Regional 

persen 100.00 0.00 20.00 60.00 20.00 20.00 20.00 Belum Tercapai 

Capaian indikator Persentase Ketersediaan Sarana Persampahan Regional tidak memenuhi target dikarenakan pada triwulan II pekerjaan fisik yang mendukung capaian program ini 
masih dalam tahap perencanaan (TPS3R = kampung bugisan kelurahan panjang wetan (DAK PPKT), TPST = kelurahan kuripan kertoharjo (Kemitraan)) dan rencana realisasi 
pembangunan di triwulan III. 

 1.03.05. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah 

1 Persentase rumah tangga yang 
memperoleh layanan pengolahan air limbah 
domestik (IKK outcome) 

persen 12.87 9.87 17.68 11.67 17.82 17.82 138.48 Tercapai 

Capaian indikator Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK outcome) jauh melebihi target dikarenakan masih terdapat penambahan 
jumlah terlayani pengolahan air limbah domestik pada tahun berjalan. 

 1.03.06. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase 

1 Persentase drainase dalam kondisi baik persen 71.49 66.45 68.58 69.48 68.58 68.58 95.93 Akan Tercapai 

 1.03.08. Program Penataan Bangunan Gedung 

1 Rasio Kepatuhan PBG Kab/Kota persen 18.74 17.24 17.34 18.14 17.26 17.26 92.10 Akan Tercapai 

 1.03.10. Program Penyelenggaraan Jalan 

1 Tingkat Kemantapan Jalan Kab/Kota (IKK 
Outcome) 

persen 86.57 81.12 83.77 84.39 82.16 82.16 94.91 Akan Tercapai 

 1.03.11. Program Pengembangan Jasa Konstruksi 
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No Aspek/ Indikator Satuan 
Target 
Akhir 

RPJMD 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 

Realisasi 
s.d. 2023 

Tahun 2024 
Realisasi 

RPJMD s.d. 
TW II - 2024 

Tingkat 
Capaian 
RPJMD 

Status Ketercapaian 
Thd Target Akhir 

RPJMD 

Target 
RKPD 
2024 

Realisasi s.d. 
TW II 2024 

1 Rasio Tenaga Bangunan yang memiliki 
sertifikat kompetensi 

persen 21.20 7.87 7.61 15.87 8.79 8.79 41.46 Belum Tercapai 

Capaian indikator Rasio Tenaga Bangunan yang memiliki sertifikat kompetensi tidak memenuhi target dikarenakan Tahun 2024 di rencanakan 40 Peserta, namun hanya 36 peserta 
yang mendapat Sertifikat (4 orang tidak hadir). 

 1.03.12. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 

1 Persentase Penetapan Rencana Tata 
Ruang Kab/Kota 

persen 100.00 0.00 45.24 100.00 45.24 45.24 45.24 Belum Tercapai 

Capaian indikator Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Kab/Kota tidak memenuhi target dikarenakan masih dalam proses harmonisasi Perkada di bagian Hukum Provinsi 
(masih menunggu antrian), dan sampai akhir tahun RPJMD pencapaian target program ini bertahap dengan target (tahun 2024 : Perwal RDTR, Perwal Penataan dan Pengendalian 
Jaringan Fiber Optik dan Pengendalian Menara Telekomunikasi; tahun 2025 : Perwal Penyelenggaraan Bangunan Gedung). 

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024 

 

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman 

Tabel 2.5 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sd 
Triwulan II Tahun 2024 

No Aspek/ Indikator Satuan 
Target 
Akhir 

RPJMD 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 

Realisasi 
s.d. 2023 

Tahun 2024 
Realisasi 

RPJMD s.d. 
TW II - 2024 

Tingkat 
Capaian 
RPJMD 

Status Ketercapaian 
Thd Target Akhir 

RPJMD 
Target 

RKPD 2024 

Realisasi 
s.d. TW II 

2024 

1.04. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 

 1.04.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota 

1 Persentase ketersediaan laporan 
capaian kinerja 

persen 100.00 100.00 99.17 100.00 38.89 38.89 38.89 Belum Tercapai 

2 Persentase ketersediaan layanan 
administrasi kepegawaian, administrasi 
umum dan jasa penunjang urusan 
pemerintah daerah 

persen 100.00 100.00 100.00 100.00 33.24 33.24 33.24 Belum Tercapai 
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No Aspek/ Indikator Satuan 
Target 
Akhir 

RPJMD 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 

Realisasi 
s.d. 2023 

Tahun 2024 
Realisasi 

RPJMD s.d. 
TW II - 2024 

Tingkat 
Capaian 
RPJMD 

Status Ketercapaian 
Thd Target Akhir 

RPJMD 
Target 

RKPD 2024 

Realisasi 
s.d. TW II 

2024 

3 Persentase pengadaan/pemeliharaan 
barang milik daerah 

persen 100.00 100.00 100.00 100.00 16.67 16.67 16.67 Belum Tercapai 

 1.04.02. Program Pengembangan Perumahan 

1 Persentase Ketersediaan Rumah Layak 
Huni 

persen 92.35 0.00 100.00 91.68 n/a n/a n/a Belum Tersedia Data 

Capaian Indikator Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni belum tersedia data dikarenakan Data Tahunan, capaian akan diperhitungkan di akhir tahun (TW. IV) 

 1.04.03. Program Kawasan Permukiman 

1 Luas kawasan permukiman kumuh hektar 0.00 498.47 227.55 174.47 227.55 227.55 < target Belum Tercapai 

Capaian indikator Luas kawasan permukiman kumuh tidak memenuhi target dikarenakan Bahwa target akhir tahun RPJMD adalah 0 ha Luas Kawasan permukiman kumuh, 
Dimana saat awal RPJMD kondisinya masih ada sekitar 498,47 Ha. Dan pada akhir tahun 2023 sisa Luas Kawasan Permukiman Kumuh masih sekitar 227,5 Ha. Terbatasnya 
anggaran dalam menyiapkan perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur pada Kawasan permukiman kumuh belum lagi selama 2 tahun keadaan negara dilanda covid-19 
sehingga menyebabkan banyak anggaran fisik terkena recofusing. 

 1.04.04. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh 

1 Luas kawasan permukiman tidak kumuh hektar 2147.88 1649.41 1,920.55 1,973.41 1.920,55 1.920,55 89.42 Belum Tercapai 

Capaian indikator Luas kawasan permukiman tidak kumuh tidak memenuhi target dikarenakan Bahwa target akhir tahun RPJMD adalah 2147,88 ha Luas Kawasan permukiman 
tidak kumuh, Dimana saat awal RPJMD kondisinya masih ada sekitar 1649,41 Ha. Dan pada akhir tahun 2023 sisa Luas Kawasan Permukiman Tidak Kumuh masih sekitar 1920,55 
Ha. Terbatasnya anggaran dalam menyiapkan perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur pada Kawasan permukiman kumuh belum lagi selama 2 tahun keadaan negara dilanda 
covid-19 sehingga menyebabkan banyak anggaran fisik terkena recofusing.  

 1.04.05. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (psu) 

1 Jumlah perumahan yang sudah 
dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan 
Utilitas Umum) (IKK Outcome) 

persen 14.55 14.44 15.86 14.51 n/a n/a n/a Belum Tersedia Data 

Capaian Indikator Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (IKK Outcome) belum tersedia data dikarenakan Data Tahunan, 
capaian akan diperhitungkan di akhir tahun (TW. IV). 

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024 
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5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Linmas 

Tabel 2.6 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta 
Perlindungan Masyarakat sd Triwulan II Tahun 2024 

No Aspek/ Indikator Satuan 
Target 
Akhir 

RPJMD 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 

Realisasi s.d. 
2023 

Tahun 2024 
Realisasi 
RPJMD 

s.d. TW II - 
2024 

Tingkat 
Capaian 
RPJMD 

Status 
Ketercapaian Thd 

Target Akhir 
RPJMD 

Target 
RKPD 2024 

Realisasi 
s.d. TW II 

2024 

1.05. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 

 1.05.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota 

1 Persentase ketersediaan laporan capaian 
kinerja  

Persen 100.00 100.00 100.00 100.00 38.89 38.89 38.89 Belum Tercapai 

2 Persentase ketersediaan layanan administrasi 
kepegawaian, administrasi umum dan jasa 
penunjang urusan pemerintah daerah 

Persen 100.00 100.00 100.00 100.00 33.81 33.81 33.81 Belum Tercapai 

3 Persentase pengadaan/pemeliharaan barang 
milik daerah 

Persen 100.00 100.00 100.00 100.00 9.51 9.51 9.51 Belum Tercapai 

4 Persentase ketersediaan laporan capaian 
kinerja 

persen 100.00 100.00 100.00 100.00 37.78 37.78 37.78 Belum Tercapai 

5 Persentase ketersediaan layanan administrasi 
kepegawaian, administrasi umum dan jasa 
penunjang urusan pemerintah daerah 

persen 100.00 100.00 100.00 100.00 33.81 33.81 33.81 Belum Tercapai 

6 Persentase pengadaan/pemeliharaan barang 
milik daerah 

persen 100.00 100.00 100.00 100.00 50.64 50.64 50.64 Belum Tercapai 

 1.05.02. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum 

1 Persentase Perda dan Perkada yang 
ditegakkan (IKK outcome) 

Persen 70.00 60.00 80.00 66.00 60.00 60.00 85.71 Belum Tercapai 

Capaian indikator Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (IKK outcome) tidak memenuhi target dikarenakan dari jumlah 20 Perda pelaksanaan penegakan Perda 
berdasarkan laporan masyarakat hanya terkait 12 Perda saja. 

 1.05.03. Program Penanggulangan Bencana 

1 persentase korban bencana alam yang 
ditangani 

  

persen 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Tercapai 
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No Aspek/ Indikator Satuan 
Target 
Akhir 

RPJMD 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 

Realisasi s.d. 
2023 

Tahun 2024 
Realisasi 
RPJMD 

s.d. TW II - 
2024 

Tingkat 
Capaian 
RPJMD 

Status 
Ketercapaian Thd 

Target Akhir 
RPJMD 

Target 
RKPD 2024 

Realisasi 
s.d. TW II 

2024 

 1.05.04. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran 

1 Persentase pelayanan penyelamatan dan 
evakuasi korban kebakaran (SPM / IKK 
Outcome) 

Persen 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Tercapai 

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024 

 

6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 

Tabel 2.7 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Sosial sd Triwulan II Tahun 2024 

No Aspek/ Indikator Satuan 
Target 
Akhir 

RPJMD 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 

Realisasi 
s.d. 2023 

Tahun 2024 
Realisasi 

RPJMD s.d. 
TW II - 2024 

Tingkat 
Capaian 
RPJMD 

Status 
Ketercapaian 
Thd Target 

Akhir RPJMD 

Target 
RKPD 2024 

Realisasi 
s.d. TW II 

2024 

1.06. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 

 1.06.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota 

1 Persentase ketersediaan laporan capaian 
kinerja 

Persen 100 100 100.00 100.00 42.23 42.23 42.23 Belum Tercapai 

2 Persentase ketersediaan layanan administrasi 
kepegawaian, administrasi umum dan jasa 
penunjang urusan pemerintah daerah 

Persen 100 100 100.00 100.00 36.35 36.35 36.35 Belum Tercapai 

3 Persentase pengadaan/pemeliharaan barang 
milik daerah 

Persen 100 100 100.00 100.00 53.65 53.65 53.65 Belum Tercapai 

 1.06.02. Program Pemberdayaan Sosial 

1 Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan 
Sosial yang diberdayakan 

Persen 75 42 65.41 67.00 47.17 47.17 62.89 Belum Tercapai 

Capaian indikator Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan tidak memenuhi target dikarenakan ada beberapa data yang belum bisa diperoleh, 
diantara lain : 1. PSM, 2. Tagana 3. LK3 4. Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial 5. Dunia Usaha 6. Pekerja Sosial Profesional 

 1.06.04. Program Rehabilitasi Sosial 
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No Aspek/ Indikator Satuan 
Target 
Akhir 

RPJMD 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 

Realisasi 
s.d. 2023 

Tahun 2024 
Realisasi 

RPJMD s.d. 
TW II - 2024 

Tingkat 
Capaian 
RPJMD 

Status 
Ketercapaian 
Thd Target 

Akhir RPJMD 

Target 
RKPD 2024 

Realisasi 
s.d. TW II 

2024 

1 Persentase penyandang disabilitas terlantar, 
anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna 
sosial (gelandangan dan pengemis) yang 
terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 
(SPM/IKK outcome) 

Persen 100 100 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Tercapai 

 1.06.05. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial 

1 Persentase keluarga miskin yang memperoleh 
perlindungan dan layanan Jaminan Sosial 

Persen 52.49 60.45 57.38 55.12 72.06 72.06 137.28 Tercapai 

Capaian indikator Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan Jaminan Sosial jauh melebihi target dikarenakan adanya pelaksanaan verifikasi dan 
validasi data yang diharapkan dapat mengakuratkan kategori masyarakat miskin yang masuk kedalam DTKS 

 1.06.06. Program Penanganan Bencana 

1 Persentase korban bencana pada saat dan 
setelah tanggap darurat bencana yang 
mendapat perlindungan dan jaminan sosial 
(SPM) 

Persen 100 100 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Tercapai 

 1.06.07. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan 

1 Persentase Pemeliharaan Taman Makam 
Pahlawan 

Persen 100 100 100.00 100.00 0.00 00.00 0.00 Belum Tercapai 

Capaian indikator Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan tidak memenuhi target dikarenakan Rencana pemeliharaan akan dilaksanakan akhir Juli 

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024 
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2.1.2.2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar 

1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja 

Tabel 2.8 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja sd Triwulan II Tahun 2024 

No Aspek/ Indikator Satuan 
Target 
Akhir 

RPJMD 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 

Realisasi 
s.d. 2023 

Tahun 2024 
Realisasi 

RPJMD s.d. 
TW II - 2024 

Tingkat 
Capaian 
RPJMD 

Status 
Ketercapaian 
Thd Target 

Akhir RPJMD 

Target 
RKPD 2024 

Realisasi 
s.d. TW II 

2024 

2.07. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 

 2.07.03. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja 

1 Persentase tenaga kerja bersertifikat 
kompetensi (IKK Outcome) 

persen 0.55 0.33 1.09 0.46 0.87 0.87 158.18 Tercapai 

Capaian indikator Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi (IKK Outcome) jauh melebihi target dikarenakan Tenaga kerja bersertifikat kompetensi di Dinperinaker 
adalah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan di BLK (Dana APBD, APBN) dan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) dari tahun 2022 sampai dengan Triwulan II tahun 2024. 
Hal ini dikarenakan dukungan anggaran pelatihan dari Sumber DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) yang cukup besar sehingga paket pelatihan yang ditawarkan 
juga lebih banyak dan variatif. Banyaknya tenaga kerja bersertifikat kompetensi ini menggambarkan besarnya animo pencari kerja untuk mengikuti pendidikan pelatihan baik 
yang ada di BLK maupun LPKS. Dengan meningkatnya jumlah peserta pelatihan yang bersertifikat kompetensi ini, diharapkan mereka segera memperoleh pekerjaan sesuai 
kompetensi yang dimiliki, sehingga mengurangi tingkat pengangguran terbuka di Kota Pekalongan 

 2.07.04. Program Penempatan Tenaga Kerja 

1 Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan 
(dalam dan luar negeri) melalui mekanisme 
layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota 
(IKK Outcome) 

persen 29.93 19.93 16.70 25.93 22.66 22.66 75.71 Belum Tercapai 

Capaian indikator Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota (IKK Outcome) tidak 
memenuhi target dikarenakan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan lebih sedikit dibandingkan jumlah pencari kerja. Berbagai sebab yang mendasari hal ini antara lain, 
1)kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia, 2)kurangnya minat pencari kerja di Kota Pekalongan untuk bekerja di luar kota, 3)adanya PHK dari beberapa perusahaan. 

 2.07.05. Program Hubungan Industrial 

1 Persentase perusahaan yang menerapkan tata 
kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, 
Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta 
BPJS Ketenagakerjaan) (IKK Outcome) 

persen 49.02 45.33 49.93 47.51 50.93 50.93 103.90 Tercapai 

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024 
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2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 

Tabel 2.9 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan 
Perlindungan Anak sd Triwulan II Tahun 2024 

No Aspek/ Indikator Satuan 
Target Akhir 

RPJMD 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 

Realisasi 
s.d. 2023 

Tahun 2024 
Realisasi 

RPJMD s.d. 
TW II - 2024 

Tingkat 
Capaian 
RPJMD 

Status Ketercapaian 
Thd Target Akhir 

RPJMD 
Target 

RKPD 2024 

Realisasi 
s.d. TW II 

2024 

2.08. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 

 2.08.02. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan 

1 Persentase kegiatan perangkat daerah yang 
sudah responsif gender 

Persen 11.09 1.85 5.98 7.39 9.79 9.79 88.28 Belum Tercapai 

Capaian indikator Persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender tidak memenuhi target dikarenakan Tahun 2024 = 62 sub kegiatan yang sudah responsif 
gender dengan perhitungan target berdasarkan jumlah sub kegiatan pada saat penetapan APBD dengan membandingkan jumlah seluruh sub kegiatan s.d. perubahan APBD 2024. 

 2.08.03. Program Perlindungan Perempuan 

1 Rasio kekerasan terhadap perempuan (IKK 
Outcome) 

Persen 23.99 23.99 15.01 23.99 3.97 3.97 604.28 Tercapai 

Capaian indikator Rasio kekerasan terhadap perempuan (IKK Outcome) jauh melebihi target dikarenakan jumlah korban kekerasan terhadap perempuan jumlah 9 (sembilan) 
orang dari jumlah penduduk perempuan 113.246 ( data Dindukcapil Smt II tahun 2023) . Upaya yang sudah dilakukan oleh DPMPPA sehingga bisa menimimalisasi kejadian 
kekerasan terhadap perempuan atau usaha penanganan kasus kekerasan thd perempuan, sebagai berikut : (1) sosialisasi dan edukasi terhadap kader-kader PKK; (2) advokasi dan 
pendampingan sebagai tindak lanjut atas pengaduan kasus kekerasan. 

 2.08.06. Program Pemenuhan Hak Anak (pha) 

1 Persentase Dekela (desa/kelurahan layak 
anak) 

Persen 55.56 25.93 33.33 40.74 0.00 0.00 0.00 Belum Tercapai 

Capaian indikator Persentase Dekela (desa/kelurahan layak anak) tidak memenuhi target dikarenakan Sampai dengan triwulan II tahun 2024 belum dilaksanakan penilaian Dekela. 
Upaya yg dilakukan oleh DPMPPA untuk membuat seluruh kelurahan mjd kelurahan ramah anak atau peningkatan jumlah kelurahan ramah anak, yaitu melakukan evaluasi kelurahan 
ramah anak triwulanan. Penilaian Dekela direncanakan dilaksanakan di akhir tahun. 

 2.08.07. Program Perlindungan Khusus Anak 

1 Persentase pengaduan kasus anak yang 
terlayani 

persen 100 0 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Tercapai 

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024 
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3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan 

Tabel 2.10 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Pangan sd Triwulan II Tahun 2024 

No Aspek/ Indikator Satuan 
Target 
Akhir 

RPJMD 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 

Realisasi 
s.d. 2023 

Tahun 2024 
Realisasi 

RPJMD s.d. 
TW II - 2024 

Tingkat 
Capaian 
RPJMD 

Status 
Ketercapaian Thd 

Target Akhir 
RPJMD 

Target 
RKPD 
2024 

Realisasi 
s.d. TW II 

2024 

2.09. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 

 2.09.03. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat 

1 Persentase cadangan pangan daerah persen 4.8 3.8 4.45 4.60 0.00 0.00 0.00 Belum Tercapai 

Capaian indikator Persentase cadangan pangan daerah tidak memenuhi target dikarenakan penyaluran pangan belum dilaksanakan masih menunggu SK Walikota. 

 2.09.04. Program Penanganan Kerawanan Pangan 

1 Persentase kecamatan tahan pangan di Kota 
Pekalongan 

persen 100 100 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Tercapai 

 2.09.05. Program Pengawasan Keamanan Pangan 

1 Persentase pangan segar aman yang 
ditemukan dari pengawasan keamanan 
pangan 

persen 88 80 91.73 84.80 0.00 0.00 0.00 Belum Tercapai 

Capaian indikator Persentase pangan segar aman yang ditemukan dari pengawasan keamanan pangan tidak memenuhi target dikarenakan rencana pelaksanaan kegiatan 
pengawasan keamanan pangan di triwulan III. 

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024 
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4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan 

Tabel 2.11 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan sd Triwulan II Tahun 2024 

No Aspek/ Indikator Satuan 
Target 
Akhir 

RPJMD 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 

Realisasi 
s.d. 2023 

Tahun 2024 
Realisasi 

RPJMD s.d. 
TW II - 2024 

Tingkat 
Capaian 
RPJMD 

Status 
Ketercapaian Thd 

Target Akhir 
RPJMD 

Target 
RKPD 2024 

Realisasi 
s.d. TW II 

2024 

2.10. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 

 2.10.05. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan 

1 Persentase permasalahan pertanahan yang 
tertangani 

persen 100 0 100.00 100.00 n/a n/a n/a Belum Tersedia 
Data 

Capaian Indikator Persentase permasalahan pertanahan yang tertangani belum tersedia data dikarenakan belum ada permasalahan pertanahan yang perlu ditangani sampai 
dengan triwulan II. 

 

 2.10.06. Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee 

1 Persentase tindak lanjut penetapan Subjek dan 
Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian 
Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah 
Absentee 

persen 50 0 0.00 50.00 n/a n/a n/a Belum Tersedia 
Data 

Capaian Indikator Persentase tindak lanjut penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee belum 
tersedia data dikarenakan belum ada penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah 

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024 
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5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 

Tabel 2.12 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup sd Triwulan II Tahun 
2024 

No Aspek/ Indikator Satuan 
Target 
Akhir 

RPJMD 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 

Realisasi 
s.d. 2023 

Tahun 2024 
Realisasi 

RPJMD s.d. 
TW II - 2024 

Tingkat 
Capaian 
RPJMD 

Status Ketercapaian 
Thd Target Akhir 

RPJMD 

Target 
RKPD 
2024 

Realisasi 
s.d. TW II 

2024 

2.11. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 

 2.11.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota 

1 Persentase ketersediaan laporan capaian 
kinerja 

persen 100.00 100.00 100.00 100.00 41.12 41.12 41.12 Belum Tercapai 

2 Persentase ketersediaan layanan administrasi 
kepegawaian, administrasi umum dan jasa 
penunjang urusan pemerintah daerah 

persen 100.00 100.00 103.06 100.00 34.26 34.26 34.26 Belum Tercapai 

3 Persentase pengadaan/pemeliharaan barang 
milik daerah 

persen 100.00 100.00 100.00 100.00 84.85 84.85 84.85 Belum Tercapai 

 2.11.03. Program Pengendalian Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 

1 Persentase limbah yang diolah persen 49.01 33.37 92.65 45.02 27.06 27.06 55.21 Belum Tercapai 

Capaian indikator Persentase limbah yang diolah tidak memenuhi target dikarenakan Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tidak ada pembangunan IPAL baru ataupun 
revitalisasi IPAL sehingga jumlah limbah yang dapat diolah, masih tetap sesuai dengan kemampuan IPAL eksisting.  

 2.11.04. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (kehati) 

1 Persentase Ruang Terbuka Hijau persen 2.95 2.89 2.94 2.93 3.13 3.13 106.10 Tercapai 

 2.11.05. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (b3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (limbah B3) 

1 Persentase persetujuan teknis pengelolaan 
limbah B3 yang diberikan 

persen 100.00 31.12 57.78 13.33 64.44 64.44 64.44 Belum Tercapai 

Capaian indikator Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan tidak memenuhi target dikarenakan pelaksanaan kegiatan direncanakan bertahap dari 2021 
s.d 2026 dengan target 45 perusahaan. Sampai dengan triwulan II tahun 2024 telah tercapai 64,44 persen (29 perusahaan). 

 2.11.06. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (pplh) 

1 Persentase usaha/kegiatan yang mendapat 
rekomendasi persetujuan teknis lingkungan 
dan persetujuan teknis PPLH 

persen 100.00 16.67 40.67 16.67 45.67 45.67 45.67 Belum Tercapai 
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No Aspek/ Indikator Satuan 
Target 
Akhir 

RPJMD 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 

Realisasi 
s.d. 2023 

Tahun 2024 
Realisasi 

RPJMD s.d. 
TW II - 2024 

Tingkat 
Capaian 
RPJMD 

Status Ketercapaian 
Thd Target Akhir 

RPJMD 

Target 
RKPD 
2024 

Realisasi 
s.d. TW II 

2024 

Capaian indikator Persentase usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi persetujuan teknis lingkungan dan persetujuan teknis PPLH tidak memenuhi target dikarenakan 
pelaksanaan kegiatan direncanakan bertahap dari 2022 s.d 2026 dengan target 600 usaha/kegiatan. Sampai dengan triwulan II tahun 2024 telah tercapai 45,67 persen (264 
usaha/kegiatan)  

 2.11.08. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 

1 Persentase masyarakat/ komunitas peduli LH 
yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup 

persen 50.00 0.00 50.00 50.00 100.00 100.00 200.00 Tercapai 

Capaian indikator Persentase masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup jauh melebihi target dikarenakan Komunitas selalu dilibatkan dalam setiap 
kegiatan DLH dalam rangka memperingati Hari Besar Lingkungan Hidup atau untuk kegiatan penghijauan, pembersihan lingkungan, dan lain-lain. 

 2.11.09. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 

1 Persentase perolehan penghargaan bidang 
LH 

persen 75.00 75.00 100.00 75.00 25.00 25.00 33.33 Belum Tercapai 

Capaian indikator Persentase perolehan penghargaan bidang LH tidak memenuhi target dikarenakan Kegiatan di DLH ada 4 penghargaan yang diselenggarakan: CSAP, CSAN/CSAM, 
CSAK, dan Proper. Namun target ada 3 kegiatan yg mendapat penghargaan. Dikarenakan minat sekolah yang mengikuti seleksi sekolah adiwiyata semakin menurun. Namun Kota 
Pekalongan sudah mendapatkan penghargaan SCAP sebanyak 3 sekolah. CSAN/CSAM Kota Pekalongan hanya mengirimkan 1 sekolah dan belum ada hasil penilaian. Utuk CSAK dan 
Proper akan dilaksanakan pada TW IV. 

 2.11.10. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 

1 Persentase pengaduan lingkungan hidup dari 
masyarakat yang ditindaklanjuti  

persen 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Tercapai 

 2.11.11. Program Pengelolaan Persampahan 

1 Persentase pengelolaan sampah persen 0.31 2.19 0.31 0.29 0.00 0.00 0.00 Belum Tercapai 

Capaian indikator Persentase pengelolaan sampah tidak memenuhi target dikarenakan capaian akhir program baru dapat diperhitungkan di akhir tahun. 

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024 
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6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 

Tabel 2.13 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan 
Pencatatan Sipil sd Triwulan II Tahun 2024 

No Aspek/ Indikator Satuan 
Target 
Akhir 

RPJMD 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 

Realisasi s.d. 
2023 

Tahun 2024 
Realisasi 

RPJMD s.d. 
TW II - 2024 

Tingkat 
Capaian 
RPJMD 

Status 
Ketercapaian 

Thd Target Akhir 
RPJMD 

Target 
RKPD 
2024 

Realisasi s.d. 
TW II 2024 

2.12. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

 2.12.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota 

1 Persentase ketersediaan laporan capaian 
kinerja 

persen 100.00 100.00 100.00 100.00 41.12 41.12 41.12 Belum Tercapai 

2 Persentase ketersediaan layanan administrasi 
kepegawaian, administrasi umum dan jasa 
penunjang urusan pemerintah daerah 

persen 100.00 100.00 100.46 100.00 47.94 47.94 47.94 Belum Tercapai 

3 Persentase pengadaan/pemeliharaan barang 
milik daerah 

persen 100.00 100.00 77.78 100.00 69.87 69.87 69.87 Belum Tercapai 

 2.12.02. Program Pendaftaran Penduduk 

1 Rata-rata ketercapaian pelayanan 
pendaftaran penduduk 

persen 88.75 80.00 86.69 85.30 87.93 87.93 99.08 Akan Tercapai 

 2.12.03. Program Pencatatan Sipil 

1 Rata-rata ketercapaian pelayanan pencatatan 
sipil 

 

 

  

persen 94.00 93.25 80.43 93.70 87.87 87.87 93.48 Akan Tercapai 

 2.12.04. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 

1 Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data 
kependudukan berdasarkan perjanjian kerja 
sama (IKK Outcome) 

OPD 14.00 5.00 9.00 10.00 9.00 9.00 64.29 Belum Tercapai 

Capaian indikator Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (IKK Outcome) tidak memenuhi target dikarenakan Proses 
pengajuan terkendala adanya Persyaratan sertifikasi ISO keamanan data yang belum bisa dipenuhi oleh OPD. 

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024  
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7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 

Tabel 2.14 Capaian Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan 
Desa sd Triwulan II Tahun 2024 

No Aspek/ Indikator Satuan 
Target 
Akhir 

RPJMD 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 

Realisasi 
s.d. 2023 

Tahun 2024 
Realisasi 

RPJMD s.d. 
TW II- 2024 

Tingkat 
Capaian 
RPJMD 

Status Ketercapaian 
Thd Target Akhir 

RPJMD 

Target 
RKPD 
2024 

Realisasi 
s.d. TW II 

2024 

2.13. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 

 2.13.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota 

1 Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persen 100.00 100.00 100.00 100.00 41.12 41.12 41.12 Belum Tercapai 

2 Persentase ketersediaan layanan administrasi 
kepegawaian, administrasi umum dan jasa 
penunjang urusan pemerintah daerah 

Persen 100.00 100.00 101.77 100.00 28.83 28.83 28.83 Belum Tercapai 

3 Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik 
daerah 

Persen 100.00 100.00 100.00 100.00 25.19 25.19 25.19 Belum Tercapai 

 2.13.03. Program Peningkatan Kerja Sama Desa 

1 Persentase ketercapaian Fasilitasi Kerjasama TNI 
dan kelurahan 

Persen 100.00 16.67 50.00 66.67 61.11 61.11 61.11 Belum Tercapai 

Capaian indikator Persentase ketercapaian Fasilitasi Kerjasama TNI dan kelurahan tidak memenuhi target dikarenakan Kegiatan TMMD dilaksanakan tiap tahun dengan target 
untuk memfasilitasi 3 Kelurahan tiap tahunnya hingga akhir tahun RPJMD, sampai dengan triwulan II tahun 2024 ada 11 kelurahan dari target 18 kelurahan yang difasilitasi. 

 2.13.04. Program Administrasi Pemerintahan Desa 

1 Persentase kelurahan dengan kriteria *cepat 
berkembang*  

Persen 70.37 51.85 81.48 62.96 70.37 70.37 100.00 Tercapai 

 2.13.05. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat 

1 Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif 
dalam pemberdayaan masyarakat 

Persen 96.92 95.97 97.64 96.54  0.00 0.00 0.00 Belum Tercapai 

Capaian indikator Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat tidak memenuhi target dikarenakan merupakan data tahunan sehingga capaian 
akhir baru dapat diperhitungkan di Triwulan IV 

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024 
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8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 

Tabel 2.15 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana sd Triwulan II Tahun 2024 

No Aspek/ Indikator Satuan 
Target 
Akhir 

RPJMD 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 

Realisasi 
s.d. 2023 

Tahun 2024 
Realisasi 

RPJMD s.d. 
TW II - 2024 

Tingkat 
Capaian 
RPJMD 

Status 
Ketercapaian Thd 

Target Akhir 
RPJMD 

Target 
RKPD 
2024 

Realisasi 
s.d. TW II 

2024 

2.14. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 

 2.14.02. Program Pengendalian Penduduk 

1 Persentase rumah tangga yang dilakukan 
pendataan/updating data keluarga 

persen 100.00 100.00 70.28 100.00 0.00 0.00 0.00 Belum Tercapai 

Capaian indikator Persentase rumah tangga yang dilakukan pendataan/updating data keluarga tidak memenuhi target dikarenakan rencana pendataan baru akan dilakukan di 
triwulan IV 2024. 

 2.14.03. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 

1 Penurunan Angka Perkawinan di bawah 21 Tahun Persen 7.20 8.20 14.44 7.60 4.82 4.82 149.53 Tercapai 

Capaian indikator Penurunan Angka Perkawinan di bawah 21 Tahun jauh melebihi target dikarenakan seiring berkurang nya jumlah pernikahan. 

 2.14.04. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) 

1 Unmeet need KB Persen 12.00 17.00 14.95 14.00 11.52 11.52 104.14 Tercapai 

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024  
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9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 

Tabel 2.16 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan sd Triwulan II Tahun 2024 

No Aspek/ Indikator Satuan 
Target 
Akhir 

RPJMD 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 

Realisasi 
s.d. 2023 

Tahun 2024 Realisasi 
RPJMD 

s.d. TW II 
- 2024 

Tingkat 
Capaian 
RPJMD 

Status 
Ketercapaian 
Thd Target 

Akhir RPJMD 

Target 
RKPD 2024 

Realisasi 
s.d. TW II 

2024 

2.15. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 

 2.15.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota 

1 Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja persen 100.00 100.00 100.00 100.00 40.00 40.00 40.00 Belum Tercapai 

2 Persentase ketersediaan layanan administrasi 
kepegawaian, administrasi umum dan jasa 
penunjang urusan pemerintah daerah 

persen 100.00 100.00 100.12 100.00 29.24 29.24 29.24 Belum Tercapai 

3 Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik 
daerah 

persen 100.00 100.00 100.00 100.00 56.46 56.46 56.46 Belum Tercapai 

 2.15.02. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (llaj) 

1 Persentase ketersediaan fasilitas LLAJ persen 100.00 87.00 164.69 95.00 164.69 164.69 164.69 Tercapai 

Capaian indikator Persentase ketersediaan fasilitas LLAJ jauh melebihi target dikarenakan Jumlah lampu PJU yang bermeterisasi tercapai lebih banyak dari target serta 
bertambahnya lokasi pembangunan lampu PJU baru. 

2 Kinerja Lalu lintas Kab/Kota (IKK Outcome) Ratio 0.44 0.35 0.44 0.44 0.00 0.00 0.00 Belum Tercapai 

Capaian indikator Kinerja Lalu lintas Kab/Kota (IKK Outcome) tidak memenuhi target dikarenakan Perhitungan capaian program akan dilaksanakan di triwulan IV 

3 Persentase Peningkatan Jumlah Kendaraan 
Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melaksanakan 
uji berkala 

persen 0.74 17.94 -9.90 0.75 -56.17 -56.17 -7.590 Belum Tercapai 

Capaian indikator Persentase Peningkatan Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melaksanakan uji berkala tidak memenuhi target dikarenakan kurangnya kesadaran 
masyarakat pemilik kendaraan barang untuk melakukan kewajiban uji berkala. untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pemilik kendaraan barang, Dinas Perhubungan Kota 
Pekalongan telah melakukan upaya mengingatkan uji berkala dengan via SMS Gateway kepada pemilik kendaraan bermotor dan melaksanakan operasi laik jalan. Pada tahun 2024 
ini pelaksanaan uji berkala juga sudah tidak berbayar, dengan adanya Uji Kir gratis diharapkan jumlah kendaraan yang melaksanakan uji meningkat dari tahun sebelumnya. 

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024 
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10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika 

Tabel 2.17 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika sd TriwulanI II 
Tahun 2024 

No Aspek/ Indikator Satuan 
Target Akhir 

RPJMD 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 

Realisasi 
s.d. 2023 

Tahun 2024 
Realisasi 

RPJMD s.d. 
TW II - 2024 

Tingkat 
Capaian 
RPJMD 

Status 
Ketercapaian 
Thd Target 

Akhir RPJMD 

Target 
RKPD 
2024 

Realisasi 
s.d. TW II 

2024 

2.16. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

 2.16.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota 

1 Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persen 100.00 100.00 100.00 100.00 42.33 42.33 42.33 Belum 
Tercapai 

2 Persentase ketersediaan layanan administrasi 
kepegawaian, administrasi umum dan jasa 
penunjang urusan pemerintah daerah 

Persen 100.00 100.00 100.52 100.00 24.18 24.18 24.18 Belum 
Tercapai 

3 Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik 
daerah  

persen 100.00 100.00 100.00 100.00 58.61 58.61 58.61 Belum 
Tercapai 

 2.16.02. Program Informasi Dan Komunikasi Publik 

1 Persentase penyelesaian permohonan informasi 
publik 

Persen 100.00 100.00 100.00 100.00 95.65 95.65 95.65 Akan Tercapai 

 2.16.03. Program Aplikasi Informatika 

1 Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi Indeks 3.30 2.80 3.00 3.10 n/a n/a n/a Belum 
Tersedia Data 

Capaian indikator Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi tidak memenuhi target dikarenakan masih menunggu rilis nilai dari Kemenpan RB berbarengan dengan 
penilaian indeks SPBE, karena Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan salah satu komponen penilaian indeks SPBE. 

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024 
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11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah 

Tabel 2.18 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan UKM sd Triwulan II Tahun 
2024 

No Aspek/ Indikator Satuan 
Target 
Akhir 

RPJMD 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 

Realisasi 
s.d. 2023 

Tahun 2024 
Realisasi 

RPJMD s.d. 
TW II - 2024 

Tingkat 
Capaian 
RPJMD 

Status 
Ketercapaian 
Thd Target 

Akhir RPJMD 

Target 
RKPD 2024 

Realisasi 
s.d. TW II 

2024 

2.17. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 

 2.17.03. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi 

1 Persentase koperasi yang berkualitas (IKK 
Outcome) 

persen 33.23 24.59 29.70 31.49 20.66 20.66 62.17 Belum 
Tercapai 

Capaian indikator Persentase koperasi yang berkualitas (IKK Outcome) tidak memenuhi target dikarenakan Belum seluruh koperasi melaksanakan RAT. Dindagkop UKM 
melalui Bidang Koperasi dan UKM melaksanakan himbauan dan layanan konsultasi untuk koperasi yang mengalami kendala dalam penyusunan laporan keuangan. 

 2.17.05. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian 

1 Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan 
untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 
daerah kab/kota 

persen 59.68 38.36 97.20 58.77 35.01 35.01 58.66 Belum 
Tercapai 

Capaian indikator Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota tidak memenuhi target dikarenakan 
Belum seluruh kegiatan pelatihan terlaksana pada Triwulan II. Direncanakan terdapat beberapa pelatihan akan dilaksanakan di Triwulan III. 

 2.17.08. Program Pengembangan Umkm 

1 Meningkatnya usaha Mikro yang menjadi wira 
usaha (IKK Outcome) 

persen 12.37 11.85 11.38 12.16 23.71 23.71 191.67 Tercapai 

Capaian indikator Meningkatnya usaha Mikro yang menjadi wira usaha (IKK Outcome) jauh melebihi target dikarenakan Capaian tersebut merupakan penjumlahan dari capaian 
pelaksanaan kegiatan APBD dan Non APBD serta Non DAK (bisa saja bersumber dari Kemenkop UKM atau Diskop Prov). 

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024 
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12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal 

Tabel 2.19 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal sd Triwulan II Tahun 
2024 

No Aspek/ Indikator Satuan 
Target 
Akhir 

RPJMD 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 

Realisasi 
s.d. 2023 

Tahun 2024 
Realisasi 
RPJMD 

s.d. TW II 
– 2024 

Tingkat 
Capaian 
RPJMD 

Status 
Ketercapaian 
Thd Target 

Akhir RPJMD 

Target 
RKPD 2024 

Realisasi 
s.d. TW II 

2024 

2.18. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 

 2.18.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota 

1 Persentase ketersediaan laporan capaian 
kinerja 

persen 100.00 100.00 100.00 100.00 40.00 40.00 40.00 Belum Tercapai 

2 Persentase ketersediaan layanan 
administrasi kepegawaian, administrasi 
umum dan jasa penunjang urusan 
pemerintah daerah 

persen 100.00 100.00 103.58 100.00 35.87 35.87 35.87 Belum Tercapai 

3 Persentase pengadaan/pemeliharaan barang 
milik daerah  

persen 100.00 100.00 100.00 100.00 80.96 80.96 80.96 Belum Tercapai 

 2.18.02. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 

1 Penambahan Peraturan Fasilitas/Insentif di 
Bidang Penanaman Modal yang Menjadi 
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 

Dokumen 6.00 1.00 3.00 1.00 1.00 4.00 66.67 Belum Tercapai 

Capaian indikator Penambahan Peraturan Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota tidak memenuhi target 
dikarenakan Penyusunan Peraturan terkait fasilitas/insentif di bidang penanaman modal sampai akhir tahun RPJMD direncanakan ada 6 dokumen. pada Tahun 2024 telah 
disusun Perda Nomor 2 Tahun 2024 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Tahun 2025 dan 2026 masing-masing direncanakan menyusun Perwal Turunan Perda Nomor 9 
Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Perwal RUPM. 

 2.18.03. Program Promosi Penanaman Modal 

1 Persentase Penyelenggaraan Promosi 
Penanaman Modal yang menjadi 
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 

persen 100.00 50.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 Belum Tercapai 

Capaian indikator Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota tidak memenuhi target dikarenakan Kegiatan akan 
dilaksanakan pada triwulan IV, berupa keikutsertaan dalam pameran promosi penanaman modal. 

 2.18.04. Program Pelayanan Penanaman Modal 
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No Aspek/ Indikator Satuan 
Target 
Akhir 

RPJMD 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 

Realisasi 
s.d. 2023 

Tahun 2024 
Realisasi 
RPJMD 

s.d. TW II 
– 2024 

Tingkat 
Capaian 
RPJMD 

Status 
Ketercapaian 
Thd Target 

Akhir RPJMD 

Target 
RKPD 2024 

Realisasi 
s.d. TW II 

2024 

1 Penerbitan perizinan dan non perizinan 
penanaman modal 

dokumen 2500.00 2500.00 4,878.00 2,500.00 2,554.00 2,554.00 102.16 Tercapai 

 2.18.05. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 

1 Nilai Invetasi Baru pertahun Miliar 
Rupiah 

40.514.00 6.42.00 229.10 6.82 n/a 92.35 227.95 Tercapai 

Capaian indikator Nilai Invetasi Baru pertahun jauh melebihi target dikarenakan Indikator ini bertarget tahunan, sehingga capaian nilai investasi pada triwulan I belum dapat 
menggambarkan capaian akhir (yang ditampilkan dalam tabel merupakan data investasi baru sampai dengan triwulan I, data triwulan II belum ada rilis data dari BKPM). 

 2.18.06. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal 

1 Persentase Pengelolaan Data dan Informasi 
Perizinan dan Nonperizinan yang 
Terintergrasi Pada Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 

persen 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Tercapai 

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024 

 

13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga 

Tabel 2.20 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga sd Triwulan II 
Tahun 2024 

No Aspek/ Indikator Satuan 
Target 
Akhir 

RPJMD 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 

Realisasi 
s.d. 2023 

Tahun 2024 Realisasi 
RPJMD 

s.d. TW II - 
2024 

Tingkat 
Capaian 
RPJMD 

Status 
Ketercapaian Thd 

Target Akhir 
RPJMD 

Target 
RKPD 
2024 

Realisasi s.d. 
TW II 2024 

2.19. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 

 2.19.02. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 

1 Persentase Organisasi Kepemudaan yang 
dibina 

Persen 95.24 91.95 95.24 94.31 19.05 19.05 20.00 Belum Tercapai 

Capaian indikator Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina tidak memenuhi target dikarenakan Kegiatan pembinaan kepemudaan belum semua terlaksana di triwulan II. 
Rencana masih akan dilaksanaan kegiatan pembinaan kepemudaan 20 hingga 25 kali lagi hingga akhir tahun anggaran. 
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No Aspek/ Indikator Satuan 
Target 
Akhir 

RPJMD 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 

Realisasi 
s.d. 2023 

Tahun 2024 
Realisasi 
RPJMD 

s.d. TW II - 
2024 

Tingkat 
Capaian 
RPJMD 

Status 
Ketercapaian Thd 

Target Akhir 
RPJMD 

Target 
RKPD 
2024 

Realisasi s.d. 
TW II 2024 

 2.19.03. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan 

1 Persentase Ketersediaan Sarpras 
Olahraga sesuai Jenis Cabor 

persen 42.86 11.43 55.00 34.29 52.38 52.38 122.21 Tercapai 

Capaian indikator Persentase Ketersediaan Sarpras Olahraga sesuai Jenis Cabor jauh melebihi target dikarenakan ketersedian sarpras olahraga telah memenuhi target dari 21 
cabor ada 11 cabor yang difasilitasi sarprasnya. 

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024 

 

14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik 

Tabel 2.21 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Statistik sd Triwulan II Tahun 2024 

No Aspek/ Indikator Satuan 
Target 
Akhir 

RPJMD 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 

Realisasi 
s.d. 2023 

Tahun 2024 
Realisasi 

RPJMD s.d. 
TW II - 2024 

Tingkat 
Capaian 
RPJMD 

Status 
Ketercapaian Thd 

Target Akhir 
RPJMD 

Target 
RKPD 
2024 

Realisasi s.d. 
TW II 2024 

2.20. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 

 2.20.02. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 

1 Persentase Perangkat Daerah yang 
menyediakan data statistik sektoral 

Persen 100.00 66.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 Belum Tercapai 

Capaian indikator Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral tidak memenuhi target dikarenakan merupakan data tahunan, sehingga perhitungan 
capaian program akan dilakukan di triwulan IV. 

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024 
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15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian 

Tabel 2.22 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Persandian sd Triwulan II Tahun 2024 

No Aspek/ Indikator Satuan 
Target 
Akhir 

RPJMD 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 

Realisasi 
s.d. 2023 

Tahun 2024 
Realisasi 

RPJMD s.d. 
TW II - 2024 

Tingkat 
Capaian 
RPJMD 

Status 
Ketercapaian Thd 

Target Akhir 
RPJMD 

Target 
RKPD 
2024 

Realisasi s.d. 
TW II 2024 

2.21. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 

 2.21.02. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi 

1 Persentase sistem elektronik yang telah 
dilakukan pengujian kerentanan 

Persen 3.74 0.93 2.80 2.80 0.00 0.00 0.00 Belum Tercapai 

Capaian indikator Persentase sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan tidak memenuhi target dikarenakan pengujian kerentanan rencana akan dilaksanakan 
pada semester II. 

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024 

 

16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 

Tabel 2.23 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan sd Triwulan II Tahun 2024 

No Aspek/ Indikator Satuan 
Target Akhir 

RPJMD 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 

Realisasi 
s.d. 2023 

Tahun 2024 
Realisasi 

RPJMD s.d. 
TW II - 2024 

Tingkat 
Capaian 
RPJMD 

Status 
Ketercapaian Thd 

Target Akhir 
RPJMD 

Target 
RKPD 
2024 

Realisasi 
s.d. TW II 

2024 

2.22. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 

 2.22.02. Program Pengembangan Kebudayaan 

1 Persentase Event kesenian dan kebudayaan 
yang disiapkan 

persen 100.00 100.00 100.00 100.00 30.77 30.77 30.77 Belum Tercapai 

Capaian indikator Persentase Event kesenian dan kebudayaan yang disiapkan tidak memenuhi target dikarenakan Beberapa event akan dillaksanakan di TW III dan IV, yaitu : PBN 
(Pekan Batik Nasional), Kauman Art Festival, Sadranan, Pepadi, Bubur Suro, 1 Muharram (Suronan), Lomba Budaya, panjang jimat, wayang hari pahlawan. 

 2.22.03. Program Pengembangan Kesenian Tradisional 

1 Persentase komunitas/sanggar kesenian 
yang difasilitasi 

persen 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 Belum Tercapai 
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No Aspek/ Indikator Satuan 
Target Akhir 

RPJMD 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 

Realisasi 
s.d. 2023 

Tahun 2024 
Realisasi 

RPJMD s.d. 
TW II - 2024 

Tingkat 
Capaian 
RPJMD 

Status 
Ketercapaian Thd 

Target Akhir 
RPJMD 

Target 
RKPD 
2024 

Realisasi 
s.d. TW II 

2024 

Capaian indikator Persentase komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi tidak memenuhi target dikarenakan Kegiatan fasilitasi pentas seni akan dilaksanakan di Triwulan III. 

 2.22.04. Program Pembinaan Sejarah 

1 Persentase pembinaan Pelestarian Sejarah 
Menuju Perkembangan Obyek Wisata 
Budaya 

Persen 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 Belum Tercapai 

Capaian indikator Persentase pembinaan Pelestarian Sejarah Menuju Perkembangan Obyek Wisata Budaya tidak memenuhi target dikarenakan Untuk pembinaan Obyek Wisata 
Budaya direncanakan akan dilaksanakan kegiatannya di Triwulan III (berupa penyusunan buku tentang soto tauto dan ritus dewi lanjar) 

 2.22.05. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya 

1 Tingkat pelestarian cagar budaya (IKK 
Outcome) 

Persen 97.52 88.65 91.67 93.97 91.67 91.67 94.00 Akan Tercapai 

 2.22.06. Program Pengelolaan Permuseuman 

1 Persentase pengunjung museum batik Persen 4.80 4.55 8.29 4.71 53.83 53.83 1.121,41 Tercapai 

Capaian indikator Persentase pengunjung museum batik jauh melebihi target dikarenakan musim liburan sekolah. 

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024 

 

17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan 

Tabel 2.24 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Perpustakaan sd Triwulan II Tahun 2024 

No Aspek/ Indikator Satuan 
Target 
Akhir 

RPJMD 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 

Realisasi 
s.d. 2023 

Tahun 2024 
Realisasi 
RPJMD 

s.d. TW II - 
2024 

Tingkat 
Capaian 
RPJMD 

Status Ketercapaian 
Thd Target Akhir 

RPJMD 

Target 
RKPD 
2024 

Realisasi s.d. 
TW II 2024 

2.23. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 

 2.23.02. Program Pembinaan Perpustakaan 

1 Rasio Pengunjung Perpustakaan Per Tahun 
(Penduduk Usia 5 - 60 tahun) 

Indeks 16.58 15.77 27.96 16.25 0.00 0.00 0.00 Belum Tercapai 
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No Aspek/ Indikator Satuan 
Target 
Akhir 

RPJMD 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 

Realisasi 
s.d. 2023 

Tahun 2024 
Realisasi 
RPJMD 

s.d. TW II - 
2024 

Tingkat 
Capaian 
RPJMD 

Status Ketercapaian 
Thd Target Akhir 

RPJMD 

Target 
RKPD 
2024 

Realisasi s.d. 
TW II 2024 

Capaian indikator Rasio Pengunjung Perpustakaan Per Tahun (Penduduk Usia 5 - 60 tahun) tidak memenuhi target dikarenakan jumlah penduduk usia 5-60 tahun (data BPS belum 
rilis), sehingga capaian belum dapat diperhitungkan.. 

2.23.03. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno 

2 Regulasi pelestarian koleksi dan naskah 
kuno yang ditetapkan 

Regulasi 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 Belum Tercapai 

Capaian indikator Regulasi pelestarian koleksi dan naskah kuno yang ditetapkan tidak memenuhi target dikarenakan masih proses pembahasan Perwal. 

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024 

 

18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan 

Tabel 2.25 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan sd Triwulan II Tahun 2024 

No Aspek/ Indikator Satuan 
Target 
Akhir 

RPJMD 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 

Realisasi 
s.d. 2023 

Tahun 2024 
Realisasi 
RPJMD 

s.d. TW II - 
2024 

Tingkat 
Capaian 
RPJMD 

Status 
Ketercapaian Thd 

Target Akhir 
RPJMD 

Target 
RKPD 
2024 

Realisasi s.d. 
TW II 2024 

2.24. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 

 2.24.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota 

1 Persentase ketersediaan laporan capaian 
kinerja 

persen 100.00 100.00 100.00 100.00 41.12 41.12 41.12 Belum Tercapai 

2 Persentase ketersediaan layanan 
administrasi kepegawaian, administrasi 
umum dan jasa penunjang urusan 
pemerintah daerah 

Persen 100.00 100.00 100.35 100.00 32.65 32.65 32.65 Belum Tercapai 

3 Persentase pengadaan/pemeliharaan barang 
milik daerah 

Persen 100.00 100.00 100.00 100.00 43.36 43.36 43.36 Belum Tercapai 

 2.24.02. Program Pengelolaan Arsip 

1 Persentase nilai pengawasan Kearsipan 
OPD dengan kategori baik 

Persen 66.67 33.33 96.67 53.33 n/a n/a n/a Belum Tersedia 
Data 
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No Aspek/ Indikator Satuan 
Target 
Akhir 

RPJMD 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 

Realisasi 
s.d. 2023 

Tahun 2024 
Realisasi 
RPJMD 

s.d. TW II - 
2024 

Tingkat 
Capaian 
RPJMD 

Status 
Ketercapaian Thd 

Target Akhir 
RPJMD 

Target 
RKPD 
2024 

Realisasi s.d. 
TW II 2024 

Capaian indikator Persentase nilai pengawasan Kearsipan OPD dengan kategori baik belum tersedia data dikarenakan data Tahunan, pelaksanaan pengawasan di Triwulan II. 

2 Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan 
akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan 
pertanggung jawaban nasional (IKK 
outcome) 

Indeks 52.50 40.00 75.00 47.50 n/a n/a n/a Belum Tersedia 
Data 

Capaian indikator Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional (IKK outcome) belum tersedia data 
dikarenakan menunggu rilis data bulan Oktober dari ANRI melalui dinarpus Provinsi. 

 2.24.03. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip 

1 Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip 
sebagai bahan pertanggung jawaban setiap 
aspek kehidupan berbangsa dan bernegara 
untuk kepentingan negara, pemerintahan, 
pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat 
(IKK Outcome) 

Persen 100.00 100.00 66.67 100.00 50.00 50.00 50.00 Belum Tercapai 

Capaian indikator Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, 
pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (IKK Outcome) tidak memenuhi target dikarenakan salah satu komponen perhitungan yaitu : arsip yang di unggah SIKN 
JIKN belum bisa diunggah pada aplikasi tersebut disebabkan aplikasi SIKN JIKN error.  

 2.24.04. Program Perizinan Penggunaan Arsip 

1 Persentase kinerja pelayanan izin 
penggunaan arsip yang bersifat tertutup 
sesuai NSPK 

persen 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 Belum Tercapai 

Capaian indikator Persentase kinerja pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup sesuai NSPK tidak memenuhi target dikarenakan Belum Tercapai dikarenakan tidak 
adanya pengajuan permohonan penggunaan arsip yang bersifat tertutup 

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024 
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2.1.2.3. Urusan Pemerintahan Pilihan 

1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan 

Tabel 2.26 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan dan Kelautan sd Triwulan II 
Tahun 2024 

No Aspek/ Indikator Satuan 
Target 
Akhir 

RPJMD 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 

Realisasi 
s.d. 2023 

Tahun 2024 Realisasi 
RPJMD 

s.d. TW II - 
2024 

Tingkat 
Capaian 
RPJMD 

Status 
Ketercapaian Thd 

Target Akhir 
RPJMD 

Target 
RKPD 
2024 

Realisasi s.d. 
TW II 2024 

3.25. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 

 3.25.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota 

1 Persentase ketersediaan laporan capaian 
kinerja 

persen 100.00 100.00 100.00 100.00 41.12 41.12 41.12 BelumTercapai 

2 Persentase ketersediaan layanan 
administrasi kepegawaian, administrasi 
umum dan jasa penunjang urusan 
pemerintah daerah 

persen 100.00 100.00 100.89 100.00 34.88 34.88 34.88 Belum Tercapai 

3 Persentase pengadaan/pemeliharaan 
barang milik daerah 

persen 100.00 100.00 100.00 100.00 48.46 48.46 48.46 Belum Tercapai 

 3.25.03. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 

1 Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap 
bersumber dari TPI 

persen 6.07 1.00 -0.04 1.00 0.54 0.54 8.84 Belum Tercapai 

Capaian indikator Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap bersumber dari TPI tidak memenuhi target dikarenakan Terdapat 10 hari pada bulan april tidak ada kegiatan lelang 
ketika menjelang dan setelah Idul fitri (Syawal). 

2 Peningkatan Pendapatan Daerah bersumber 
dari TPI 

persen 6.15 1.00 -0.15 1.00 0.43 0.43 43.36 Belum Tercapai 

Capaian indikator Peningkatan Pendapatan Daerah bersumber dari TPI tidak memenuhi target dikarenakan Perolehan BBM solar bersubsidi mengalami kendala pada 
ketersediaan, sehingga kapal kapal tertentu beserta kapal pengikutnya memilih beristirahat. 

 3.25.04. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 

1 Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya persen 6.15 1.00 7.53 1.00 42.75 42.75 350.44 Tercapai 

Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya jauh melebihi target dikarenakan yang dijadikan perhitungan adalah jumlah pengusaha perikanan yang dilakukan pembinaan, 
sedangkan peningkatan jumlah pengusaha perikanan baru terjadi peningkatan di tahun 2023 dari 246 orang menjadi 344 orang (ada penambahan dari kelompok mercy). 

 3.25.06. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan 
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No Aspek/ Indikator Satuan 
Target 
Akhir 

RPJMD 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 

Realisasi 
s.d. 2023 

Tahun 2024 
Realisasi 
RPJMD 

s.d. TW II - 
2024 

Tingkat 
Capaian 
RPJMD 

Status 
Ketercapaian Thd 

Target Akhir 
RPJMD 

Target 
RKPD 
2024 

Realisasi s.d. 
TW II 2024 

1 Peningkatan Jumlah Pengusaha Perikanan persen 12.20 12.20 26.73 12.20 42.75 42.75  Belum Tercapai 

Capaian indikator Peningkatan Jumlah Pengusaha Perikanan jauh melebihi target dikarenakan Jumlah pengusaha perikanan pengolahan dan pemasaran yang dibina : 155 orang; 
Jumlah pengusaha perikanan pengolahan dan pemasaran adalah 345 orang. Adanya Pelaksanaan pembinaan oleh penyuluh secara rutin dalam setiap bulannya dan pembinaan 
ke lapangan langsung oleh petugas. 

2 Pelaku diversifikasi produk perikanan yang 
lulus inkubasi (tenant) 

pelaku 
usaha 

12.00 2.00 6.00 2.00 0.00 0.00 0.00 Belum Tercapai 

Capaian indikator Pelaku diversifikasi produk perikanan yang lulus inkubasi (tenant) tidak memenuhi target dikarenakan proses pencapaian target bertahap hingga akhir periode 
RPJMD. dimana target setiap tahun adalah 2 Pelaku diversifikasi produk perikanan yang lulus inkubasi (tenant). 

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024 

 

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata 

Tabel 2.27 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata sd Triwulan II Tahun 2024 

No Aspek/ Indikator Satuan 
Target 
Akhir 

RPJMD 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 

Realisasi 
s.d. 2023 

Tahun 2024 
Realisasi 

RPJMD s.d. 
TWI II - 2024 

Tingkat 
Capaian 
RPJMD 

Status 
Ketercapaian Thd 

Target Akhir 
RPJMD 

Target 
RKPD 
2024 

Realisasi s.d. 
TW II 2024 

3.26. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 

 3.26.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota 

1 Persentase ketersediaan laporan capaian 
kinerja 

Persen 100.00 100.00 116.67 100.00 40.01 40.01 40.01 Belum Tercapai 

2 Persentase ketersediaan layanan 
administrasi kepegawaian, administrasi 
umum dan jasa penunjang urusan 
pemerintah daerah 

persen 100.00 100.00 100.00 100.00 49.79 49.79 49.79 Belum Tercapai 

3 Persentase pengadaan/pemeliharaan 
barang milik daerah 

persen 100.00 100.00 100.00 100.00 54.38 54.38 54.38 Belum Tercapai 

 3.26.02. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 
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No Aspek/ Indikator Satuan 
Target 
Akhir 

RPJMD 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 

Realisasi 
s.d. 2023 

Tahun 2024 
Realisasi 

RPJMD s.d. 
TWI II - 2024 

Tingkat 
Capaian 
RPJMD 

Status 
Ketercapaian Thd 

Target Akhir 
RPJMD 

Target 
RKPD 
2024 

Realisasi s.d. 
TW II 2024 

1 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD 
(IKK Outcome) 

Persen 12.50 10.00 12.82 11.50 n/a n/a n/a Belum Tersedia 
Data 

Capaian indikator Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (IKK Outcome) tidak memenuhi target dikarenakan Menunggu release data dari BPS. 

 3.26.03. Program Pemasaran Pariwisata 

1 Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan 
Domestik per kebangsaan (IKK Outcome) 

Persen 46.98 21.98 243.53 36.98 13.01 13.01 27.69 Belum Tercapai 

Capaian indikator Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan Domestik per kebangsaan (IKK Outcome) tidak memenuhi target dikarenakan beberapa kegiatan yang mendukung 
tercapainya target program belum dilaksanakan, diantaranya : untuk meningkatkan tingkat kunjungan wisatawan juga akan dilakukan : (1) mengunggulkan USP (Uniqe Selling Point) 
kota pekalongan yaitu Batik dengan memperkenalkan dan melestarikan budaya local yang unik yaitu pertunjukan tradisional, festival budaya, pameran seni, (2) kolaborasi dengan 
industry, pariwisata (biro perjalanan/travel agen), (3) diversivikasi produk wisata dengan batik produk Utama atau daya Tarik Utama. berkembang dengan produk wisata, kuliner, 
toru sejarah kota pekalongan, (4) berjejaring dengan kota2 kreatif dunia (UCCN) 

 3.26.04. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 

1 Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi 
untuk berekspresi, berpromosi dan 
berinteraksi 

persen 59.52 0.00 71.33 41.67 71.33 71.33 119.85 Tercapai 

Capaian indikator Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk berekspresi, berpromosi dan berinteraksi jauh melebihi target dikarenakan capaian indikator ditahun 2022 
melebihi target akhir RPJMD karena meningkatnya pelaku EKRAF yang mengikuti kegiatan diakhir masa pandemi covid - 19 sebagai upaya meningkatkan perekonomian para 
pelaku ekraf yang terdampak pandemi, sehingga walaupun pada tahun 2023 Kegiatan Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan 
Intelektual tidak terlaksana dikarenakan anggaran di Drop (Refocussing) capaian programnya tetap melebihi target. Pada Tahun 2024 direncanakan akan dilaksanakan beberapa 
event/fasilitasi bagi para pelaku EKRAF, yaitu : Fasilitasi HAKI (bulan Mei), Revitalisasi showroom kampung tempe (Agustus), pengadaan alat Podcast (Juni). 

 3.26.05. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif 

1 Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi 
untuk pengembangan kompetensi tingkat 
dasar 

persen 100.00 0.00 296.73 60.00 296.73 296.73 296.73 Tercapai 

Capaian indikator Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar jauh melebihi target dikarenakan animo masyarakat untuk mengikuti 
pelatihan EKRAF besar. Pada Tahun 2024 direncanakan akan dilaksanakan event/fasilitasi bagi para pelaku EKRAF, yaitu : Festival Balon dan Lomba Fotografi (April), Festival 
Kuliner Pantura dan Pelatihan Ekonomi Kreatif (Juli), Sertifikasi pelaku pariwisata dan EKRAF (Agustus). 

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024 
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3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 

Tabel 2.28 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian sd Triwulan II Tahun 2024 

No Aspek/ Indikator Satuan 
Target 
Akhir 

RPJMD 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 

Realisasi s.d. 
2023 

Tahun 2024 
Realisasi 

RPJMD s.d. 
TW II - 2024 

Tingkat 
Capaian 
RPJMD 

Status 
Ketercapaian Thd 

Target Akhir 
RPJMD 

Target 
RKPD 
2024 

Realisasi s.d. 
TW II 2024 

3.27. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 

 3.27.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota 

1 Persentase ketersediaan laporan capaian 
kinerja 

persen 100.00 100.00 100.00 100.00 40.01 40.01 40.01 Belum Tercapai 

2 Persentase ketersediaan layanan 
administrasi kepegawaian, administrasi 
umum dan jasa penunjang urusan 
pemerintah daerah 

persen 100.00 100.00 100.00 100.00 29.76 29.76 29.76 Belum Tercapai 

3 Persentase pengadaan/pemeliharaan 
barang milik daerah 

persen 100.00 100.00 50.00 100.00 34.95 34.95 34.95 Belum Tercapai 

 3.27.02. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian 

1 Nilai produksi pertanian pertahun Miliar 
Rupiah 

55.84 55.56 59.29 55.73 n/a n/a n/a Belum Tersedia 
Data 

Capaian indikator Nilai produksi pertanian pertahun belum tersedia data dikarenakan Belum ada data publish dari BPS. 

2 Nilai produksi peternakan pertahun Miliar 
Rupiah 

203.65 184.46 259.61 195.75 n/a n/a n/a Belum Tersedia 
Data 

Capaian indikator Nilai produksi peternakan pertahun belum tersedia data dikarenakan Belum ada data publish dari BPS.  

 3.27.03. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian 

1 Persentase pelaksanaan kegiatan 
pembangunan prasarana pertanian 

persen 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 Belum Tercapai 

Capaian indikator Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian tidak memenuhi target dikarenakan Kegiatan pembangunan irigasi dan rehab RPH saat ini 
baru proses perencanaan (dokumen perencanaan sedang disusun oleh konsultan perencana). Rencana pembangunan di Bulan September. 

 3.27.04. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 

1 Persentase penurunan kejadian dan jumlah 
kasus penyakit hewan menular 

persen 5.00 5.00 98.40 5.00 100.00 100.00 2,000.00 Tercapai 
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No Aspek/ Indikator Satuan 
Target 
Akhir 

RPJMD 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 

Realisasi s.d. 
2023 

Tahun 2024 
Realisasi 

RPJMD s.d. 
TW II - 2024 

Tingkat 
Capaian 
RPJMD 

Status 
Ketercapaian Thd 

Target Akhir 
RPJMD 

Target 
RKPD 
2024 

Realisasi s.d. 
TW II 2024 

Capaian indikator Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular jauh melebihi target dikarenakan sampai dengan triwulan II tidak ditemukan 
kejadian penyakit hewan menular strategis. 

 3.27.05. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian 

1 Persentase pelaksanaan kegiatan 
pengendalian dan penanggulangan bencana 
pertanian kabupaten/ kota 

persen 100.00 100.00 100.00 100.00 50.00 50.00 50.00 Belum Tercapai 

Capaian indikator Persentase pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/ kota tidak memenuhi target dikarenakan kegiatan 
pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) di triwulan I sudah dilaksanakan 2 kali dari target tahunan 4 kali, rencana akan dilaksanakan di semester kedua. 

 3.27.06. Program Perizinan Usaha Pertanian 

1 persentase usaha pertanian/peternakan 
yang memiliki ijin 

persen 100.00 0.00 54.32 75.00 0.00 0.00 0.00 Belum Tercapai 

Capaian indikator persentase usaha pertanian/peternakan yang memiliki ijin tidak memenuhi target dikarenakan kegiatan berupa pengawasan perijinan, sampai dengan triwulan I 
belum dibentuk Tim Pengawas (sedang di susun SK Tim Pengawas), rencana pendataan di semester II. 

 3.27.07. Program Penyuluhan Pertanian 

1 Persentase kenaikan kelas kelompok tani 
per tahun 

persen 5.00 5.00 8.70 5.00 0.00 0.00 0.00 Belum Tercapai 

Capaian indikator Persentase kenaikan kelas kelompok tani per tahun tidak memenuhi target dikarenakan rencana pelaksanaan kegiatan penilaian kelas kelompok tani di semester 
kedua. 

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024 

 

 
  



  

 

Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2024 | EVALUASI HASIL TRIWULAN I 2024 59 

 

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan 

Tabel 2.29 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan sd Triwulan II Tahun 2024 

No Aspek/ Indikator Satuan 
Target 
Akhir 

RPJMD 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 

Realisasi s.d. 
2023 

Tahun 2024 
Realisasi 

RPJMD s.d. 
TW II - 2024 

Tingkat 
Capaian 
RPJMD 

Status 
Ketercapaian Thd 

Target Akhir 
RPJMD 

Target 
RKPD 
2024 

Realisasi s.d. 
TW II 2024 

3.30. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 

 3.30.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota 

1 Persentase ketersediaan laporan capaian 
kinerja 

persen 100.00 100.00 100.00 100.00 41.12 41.12 41.12 Belum Tercapai 

2 Persentase ketersediaan layanan 
administrasi kepegawaian, administrasi 
umum dan jasa penunjang urusan 
pemerintah daerah 

persen 100.00 100.00 101.66 100.00 40.07 40.07 40.07 Belum Tercapai 

3 Persentase pengadaan/pemeliharaan 
barang milik daerah 

persen 100.00 100.00 100.00 100.00 28.57 28.57 28.57 Belum Tercapai 

 3.30.02. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan 

1 Persentase pelaku usaha yang memperoleh 
izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP 
Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP 
Toko (IKK Outcome) 

persen 77.70 73.93 81.07 76.17 82.59 82.59 106.29 Tercapai 

 3.30.03. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 

1 Persentase pengembangan dan 
pengelolaan sarana distribusi perdagangan 
di wilayah kerjanya 

persen 100.00 75.00 68.75 93.75 75.00 75.00 75.00 Belum Tercapai 

Capaian indikator Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya tidak memenuhi target dikarenakan Pembangunan Pasar 
Kecamatan belum bisa dilaksanakan pada tahun 2024. 

 3.30.04. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting 

1 Persentase obyek sasaran pengawasan 
barang beredar dan pemantauan harga 
yang terlaksana pemantauanya 

persen 100.00 80.00 100.00 92.00 100.00 100.00 100.00 Tercapai 

 3.30.05. Program Pengembangan Ekspor 

1 Persentase peningkatan volume ekspor persen 8.19 7.24 -0.04 7.79 3.47 3.47 42.37 Belum Tercapai 
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No Aspek/ Indikator Satuan 
Target 
Akhir 

RPJMD 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 

Realisasi s.d. 
2023 

Tahun 2024 
Realisasi 

RPJMD s.d. 
TW II - 2024 

Tingkat 
Capaian 
RPJMD 

Status 
Ketercapaian Thd 

Target Akhir 
RPJMD 

Target 
RKPD 
2024 

Realisasi s.d. 
TW II 2024 

Capaian indikator Persentase peningkatan volume ekspor tidak memenuhi target dikarenakan beberapa eksportir belum melaksanakan kegiatan ekspor pada triwulan II 2024 
terkendala karena menurunnya permintaan, perubahan harga komoditas dan ketidakstabilan ekonomi global. 

 3.30.06. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen 

1 Persentase alat-alat ukur, timbang, takar 
dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera 
sah yang berlaku (IKK Outcome) 

persen 83.99 73.99 59.02 79.99 43.51 43.51 51.80 Belum Tercapai 

Capaian indikator Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (IKK Outcome) tidak memenuhi target dikarenakan Masih 
dalam proses pelaksanaan tera - tera ulang di Pasar, Kelurahan dan Kantor Metrologi Legal , sehingga capaian kinerja program belum dapat diperhitungkan. 

 3.30.07. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 

1 Persentase jumlah usaha mikro yang 
diberikan dukungan fasilitasi pemasaran 
(IKK Output) 

persen 7.50 2.09 0.96 5.34 0.63 0.63 8.40 Belum Tercapai 

Capaian indikator Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran (IKK Output) tidak memenuhi target dikarenakan Dindagkop sebagai peserta 
Pameran mengikuti pelaksanaan pameran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh pihak penyelenggara. Direncanakan terdapat keikutsertaan dalam pameran pada Triwulan 
III (JPKI dan Kriya Nusa). 

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024 
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5. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian 

Tabel 2.30 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian sd Triwulan II Tahun 2024 

No Aspek/ Indikator Satuan 
Target 
Akhir 

RPJMD 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 

Realisasi s.d. 
2023 

Tahun 2024 
Realisasi 

RPJMD s.d. 
TW II - 2024 

Tingkat 
Capaian 
RPJMD 

Status 
Ketercapaian Thd 

Target Akhir 
RPJMD 

Target 
RKPD 2024 

Realisasi s.d. 
TW II 2024 

3.31. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 

 3.31.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota 

1 Persentase ketersediaan laporan capaian 
kinerja 

persen 100.00 100.00 100.00 100.00 38.89 38.89 38.89 Belum Tercapai 

2 Persentase ketersediaan layanan 
administrasi kepegawaian, administrasi 
umum dan jasa penunjang urusan 
pemerintah daerah 

persen 100.00 100.00 100.30 100.00 29.80 29.80 29.80 Belum Tercapai 

3 Persentase pengadaan/pemeliharaan 
barang milik daerah 

persen 100.00 100.00 100.00 100.00 47.22 47.22 47.22 Belum Tercapai 

 3.31.02. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri 

1 Persentase pencapaian sasaran 
pembangunan industri termasuk turunan 
indikator pembangunan industri dalam RIPIN 
yang ditetapkan dalam RPIP (IKK Outcome) 

persen 21.04 20.59 75.34 20.75 59.11 59.11 280.94 Tercapai 

Capaian indikator Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (IKK 
Outcome) jauh melebihi target dikarenakan awal mula penentuan target hanya mempertimbangkan 1 faktor saja (indikator pertumbuhan jumlah industri) dari 5 faktor turunan RPIK, 
sedangkan saat ini bisa diperhitungkan keseluruhan 5 faktor turunan RPIK. 

 3.31.03. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/kota 

1 Persentase jumlah hasil pemantauan dan 
pengawasan dengan jumlah Izin Usaha 
Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah 
yang dikeluarkan oleh instansi terkait (IKK 
Outcome) 

persen 26.00 23.00 9.04 25.00 15.88 15.88 61.08 Belum Tercapai 

Capaian indikator Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait 
(IKK Outcome) tidak memenuhi target dikarenakan terbatasnya jumlah SDM dan waktu untuk melakukan pengawasan menyeluruh jika dibandingkan dengan jumlah usaha baru 
yang mengajukan ijin secara online melalui OSS RBA. 

 3.31.04. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional 
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No Aspek/ Indikator Satuan 
Target 
Akhir 

RPJMD 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 

Realisasi s.d. 
2023 

Tahun 2024 
Realisasi 

RPJMD s.d. 
TW II - 2024 

Tingkat 
Capaian 
RPJMD 

Status 
Ketercapaian Thd 

Target Akhir 
RPJMD 

Target 
RKPD 2024 

Realisasi s.d. 
TW II 2024 

1 Tersedianya informasi industri secara 
lengkap dan terkini (IKK Outcome) 

persen 100.00 100.00 95.00 100.00 70.00 70.00 70.00 Belum Tercapai 

Capaian indikator Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (IKK Outcome) tidak memenuhi target dikarenakan untuk informasi energi/bahan bakar sebagian besar blm 
bisa didapatkan karena sebagian besar merupakan industri kecil/home industri yang pemakaian energinya bercampur dengan rumah tangga, sehingga informasi industri terkait bahan 
baku dan bahan penolong tidak bisa diperhitungkan. 

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024 

 

2.1.2.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan 

1. Sekretariat Daerah 

Tabel 2.31 Capaian Kinerja Indikator Program Sekretariat Daerah sd Triwulan II Tahun 2024 

No Aspek/ Indikator Satuan 
Target 
Akhir 

RPJMD 

Kondisi 
Awal RPJMD 

Realisasi 
s.d. 2023 

Tahun 2024 
Realisasi 

RPJMD s.d. 
TW II - 2024 

Tingkat 
Capaian 
RPJMD 

Status 
Ketercapaian 
Thd Target 

Akhir RPJMD 

Target 
RKPD 
2024 

Realisasi s.d. 
TW II 2024 

4.01. SEKRETARIAT DAERAH 

 4.01.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota 

1 Persentase ketercapaian tata laksana, 
penataan kelembagaan serta kinerja dan 
reformasi birokrasi 

persen 100.00 100.00 100.00 100.00 21.74 21.74 21.74 Belum Tercapai 

2 Persentase ketersediaan laporan capaian 
kinerja 

persen 100.00 100.00 99.71 100.00 30.56 30.56 30.56 Belum Tercapai 

3 Persentase ketersediaan layanan administrasi 
kepegawaian, administrasi umum,dan jasa 
penunjang urusan pemerintahan 

persen 100.00 100.00 103.65 100.00 34.87 34.87 34.87 Belum Tercapai 

4 Persentase pengadaan/pemeliharaan barang 
milik daerah 

persen 100.00 100.00 100.00 100.00 24.01 24.01 24.01 Belum Tercapai 
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No Aspek/ Indikator Satuan 
Target 
Akhir 

RPJMD 

Kondisi 
Awal RPJMD 

Realisasi 
s.d. 2023 

Tahun 2024 
Realisasi 

RPJMD s.d. 
TW II - 2024 

Tingkat 
Capaian 
RPJMD 

Status 
Ketercapaian 
Thd Target 

Akhir RPJMD 

Target 
RKPD 
2024 

Realisasi s.d. 
TW II 2024 

5 Persentase ketersediaan layanan administrasi 
keuangan, operasional dan kerumahtanggan 
Sekretariat Daerah 

persen 100.00 100.00 75.00 100.00 25.00 25.00 25.00 Belum Tercapai 

6 Persentase pelayanan keprotokoleran persen 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Tercapai 

 4.01.02. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat 

1 Penyusunan dokumen LPPD dan LKPJ tepat 
waktu 

persen 100.00 100.00  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Tercapai 

2 Persentase Raperda menjadi Peraturan 
Daerah yang berasal dari eksekutif 

persen 100.00 100 90.00 100.00 11.11 11.11 11.11 Belum Tercapai 

Capaian indikator Persentase Raperda menjadi Peraturan Daerah yang berasal dari eksekutif tidak memenuhi target dikarenakan Perda perijinan berusaha sedang dalam tahap rencana 
harmonisasi, dan belum ada pengajuan draft Perda yang berasal dari eksekutif. 

3 Persentase capaian fasilitasi pemberdayaan 
masyarakat 

persen 100.00 100 100.00 100.00 56.00 56.00 56.00 Belum Tercapai 

Capaian indikator Persentase capaian fasilitasi pemberdayaan masyarakat tidak memenuhi target dikarenakan Proses hibah ke 22 lembaga belum terlaksana disebabkan proses perbaikan 
kelengkapan berkas administrasi (proposal) dan pengkajian ulang atas proposal usulan masih berlangsung. 

 4.01.03. Program Perekonomian Dan Pembangunan 

1 Persentase Kegiatan strategis bidang 
perindustrian, perdagangan, koperasi- UKM, 
BUMD, Pertanian, Perikanan, Kelautan, 
Ketahanan pangan yang dikoordinasikan 

Persen 100.00 100 100.00 100.00 41.67 41.67 41.67 Akan Tercapai 

Capaian indikator Persentase Kegiatan strategis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi- UKM, BUMD, Pertanian, Perikanan, Kelautan, Ketahanan pangan yang dikoordinasikan tidak 
memenuhi target dikarenakan beberapa kegiatan strategis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi- UKM, BUMD, Pertanian, Perikanan, Kelautan, Ketahanan pangan akan dilaksanakan 
pada triwulan III dan IV (seperti monev penyedia LPG dan pupuk subsidi, Rakor Bidang ekonomi). 

2 Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total 
dalam APBD (IKK Outcome) 

persen 6.00 7 3.62 6.00 n/a n/a n/a Belum Tersedia 
Data 

Capaian indikator Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (IKK Outcome) Belum tersedia data dikarenakan Menunggu data rekonsiliasi belanja dari BPKAD 

3 Persentase Keberhasilan Pengadaan 
Barang/Jasa 

persen 100.00 100 97.50 100.00 55.56 55.56 55.56 Belum Tercapai 

Capaian indikator Persentase Keberhasilan Pengadaan Barang/Jasa tidak memenuhi target dikarenakan Jumlah pengadaan (tender/seleksi) yang dilaksanakan : 25, Jumlah total pengadaan 
yang ditenderkan/diseleksikan : 45. 20 pengadaan (tender/seleksi) akan dilaksanakan pada Triwulan III dan IV 

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024 
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2. Sekretariat DPRD 

Tabel 2.32 Capaian Kinerja Indikator Program Sekretariat DPRD sd Triwulan II Tahun 2024 

No Aspek/ Indikator Satuan 
Target 
Akhir 

RPJMD 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 

Realisasi 
s.d. 2023 

Tahun 2024 
Realisasi 

RPJMD s.d. 
TW II - 2024 

Tingkat 
Capaian 
RPJMD 

Status 
Ketercapaian 
Thd Target 

Akhir RPJMD 

Target 
RKPD 2024 

Realisasi 
s.d. TW II 

2024 

4.02. SEKRETARIAT DPRD 

 4.02.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota 

1 Persentase ketersediaan laporan capaian 
kinerja 

persen 100.00 100.00 100.00 100.00 40.00 40.00 40.00 Belum 
Tercapai 

2 Persentase ketersediaan layanan administrasi 
kepegawaian,administrasi umum dan jasa 
penunjang urusan pemerintah daerah 

persen 100.00 100.00 102.02 100.00 36.13 36.13 36.13 Belum 
Tercapai 

3 Persentase pengadaan/pemeliharaan barang 
milik daerah 

persen 100.00 100.00 100.00 100.00 42.79 42.79 42.79 Belum 
Tercapai 

4 Persentase ketersediaan layanan administrasi, 
keuangan dan kesejahteraan DPRD 

persen 100.00 100.00 100.00 100.00 41.67 41.67 41.67 Belum 
Tercapai 

 4.02.02. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD 

1 Persentase Perda yang ditetapkan persen 100.00 100.00 75.00 100.00 0.00 0.00 0.00 Belum 
Tercapai 

Capaian indikator Persentase Perda yang ditetapkan tidak memenuhi target dikarenakan Capaian indikator Persentase Perda yang ditetapkan tidak memenuhi target 
dikarenakan Pembahasan Raperda telah selesai, dan sedang masuk ke Bagian Hukum untuk diajukan proses harmonisasi ke provinsi 1. Raperda ttg perubahan ke 3 atas perda 
no. 5/2016 tentang SOTK 2. Raperda ttg perizinan berusaha 3. Raperda ttg Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran. 

2 Persentase pembahasan dokumen 
penganggaran tepat waktu 

persen 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 Belum 
Tercapai 

Capaian indikator Persentase pembahasan dokumen penganggaran tepat waktu tidak memenuhi target dikarenakan Pembahasan dokumen KUA PPAS (Penetapan dan 
Perubahan) serta dokumen APBD (Penetapan dan Perubahan) rencana dilaksanakan di triwulan III 

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024 
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2.1.2.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan 

1.  Perencanaan 

Tabel 2.33 Capaian Kinerja Indikator Program Perencanaan sd Triwulan II Tahun 2024 

No Aspek/ Indikator Satuan 
Target 
Akhir 

RPJMD 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 

Realisasi 
s.d. 2023 

Tahun 2024 
Realisasi 

RPJMD s.d. 
TW II - 2024 

Tingkat 
Capaian 
RPJMD 

Status 
Ketercapaian Thd 

Target Akhir 
RPJMD 

Target 
RKPD 2024 

Realisasi s.d. 
TW II 2024 

5.01. PERENCANAAN 

 5.01.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota 

1 Persentase ketersediaan laporan capaian 
kinerja 

persen 100.00 100.00 100.00 100.00 41.12 41.12 41.12 Belum Tercapai 

2 Persentase ketersediaan layanan administrasi 
kepegawaian, administrasi umum dan jasa 
penunjang urusan pemerintah daerah 

persen 100.00 100.00 100.08 100.00 33.24 33.24 33.24 Belum Tercapai 

3 persentase pengadaan / pemeliharaan barang 
milik daerah 

persen 100.00 100.00 100.00 100.00 45.82 45.82 45.82 Belum Tercapai 

 5.01.02. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah 

1 Persentase ketersediaan dokumen evaluasi 
dan pelaporan triwulanan tepat waktu 

Persen 100.00 100.00 100.00 100.00 50.00 50.00 50.00 Belum Tercapai 

Capaian indikator Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan tepat waktu tidak memenuhi target dikarenakan penyusunan dokumen per triwulan 

2 Persentase penyediaan data-informasi 
perencanaan tepat waktu 

Persen 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Tercapai 

3 Persentase ketersediaan dokumen 
perencanaan tepat waktu 

Persen 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 Belum Tercapai 

Capaian indikator Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu tidak memenuhi target dikarenakan secara penjadwalan rencana dokumen perencanaan daerah 
adalah sebagai berikut : RKPD 2025: Juli Perubahan RKPD 2024: Juli RPJPD 2025 - 2045: Agustus Ranwal RKPD 2026: Desember Rancangan Teknokratis RPJMD 2025 - 2029: 
Desember. 

 5.01.03. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 

1 Persentase ketersediaan dokumen 
perencanaan bidang Pemsosbud 

Persen 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 Belum Tercapai 

Capaian indikator Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang Pemsosbud tidak memenuhi target dikarenakan penyusunan laporan dilaksanakan di triwulan IV 
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No Aspek/ Indikator Satuan 
Target 
Akhir 

RPJMD 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 

Realisasi 
s.d. 2023 

Tahun 2024 
Realisasi 

RPJMD s.d. 
TW II - 2024 

Tingkat 
Capaian 
RPJMD 

Status 
Ketercapaian Thd 

Target Akhir 
RPJMD 

Target 
RKPD 2024 

Realisasi s.d. 
TW II 2024 

2 Persentase ketersediaan dokumen 
perencanaan pembangunan bidang 
Perekonomian 

persen 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 Belum Tercapai 

Capaian indikator Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang Perekonomian tidak memenuhi target dikarenakan penyusunan laporan dilaksanakan di 
triwulan IV 

3 Persentase ketersediaan dokumen 
Perencanaan Bidang Infrastruktur Wilayah 

persen 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 Belum Tercapai 

Capaian indikator Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur Wilayah tidak memenuhi target dikarenakan penyusunan laporan dilaksanakan di triwulan IV 

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024 

 

2. Keuangan 

Tabel 2.34 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Fungsi Keuangan Daerah sd Triwulan II Tahun 2024 

No Aspek/ Indikator Satuan 
Target 
Akhir 

RPJMD 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 

Realisasi 
s.d. 2023 

Tahun 2024 
Realisasi 

RPJMD s.d. 
TW II - 2024 

Tingkat 
Capaian 
RPJMD 

Status 
Ketercapaian 

Thd Target Akhir 
RPJMD 

Target 
RKPD 
2024 

Realisasi s.d. 
TW II 2024 

5.02. KEUANGAN 

 5.02.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota 

1 Persentase ketersediaan laporan capaian 
kinerja 

Persen 100.00 100.00 100.00 100.00 41.12 41.12 41.12 Belum Tercapai 

2 Persentase ketersediaan layanan administrasi 
kepegawaian, administrasi umum dan jasa 
penunjang urusan pemerintah daerah 

persen 100.00 100.00 100.46 100.00 39.62 39.62 39.62 Belum Tercapai 

3 Persentase pengadaan/pemeliharaan barang 
milik daerah 

persen 100.00 100.00 100.00 100.00 98.65 98.65 98.65 Akan Tercapai 

 5.02.02. Program Pengelolaan Keuangan Daerah 
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No Aspek/ Indikator Satuan 
Target 
Akhir 

RPJMD 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 

Realisasi 
s.d. 2023 

Tahun 2024 
Realisasi 

RPJMD s.d. 
TW II - 2024 

Tingkat 
Capaian 
RPJMD 

Status 
Ketercapaian 

Thd Target Akhir 
RPJMD 

Target 
RKPD 
2024 

Realisasi s.d. 
TW II 2024 

1 Rasio anggaran sisa terhadap total belanja 
dalam APBD tahun sebelumnya (IKK 
Outcome) 

Persen 7.26 11.91 5.79 7.66 5.06 5.06 143.44 Tercapai 

Capaian indikator Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (IKK Outcome) jauh melebihi target dikarenakan pencapaian ini dikarenakan 
adanya pelampauan pendapatan sebesar 20,256M dan efisiensi belanja sebesar 33,599M 

 5.02.03. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 

1 Indeks Pengelolaan Aset Baik (Persentase 
ketersediaan daftar asset tetap, manual, 
Penyusunan daftar aset tetap dan proses 
inventarisasi aset tahunan) (IKK Outcome) 

Persen 100.00 100.00 100.00 100.00 66.67 66.67 66.67 Belum Tercapai 

Capaian indikator Indeks Pengelolaan Aset Baik (Persentase ketersediaan daftar asset tetap, manual, Penyusunan daftar aset tetap dan proses inventarisasi aset tahunan) (IKK 
Outcome) tidak memenuhi target dikarenakan saat ini masih dilaksanakan inventarisasi aset yang ditargetkan selesai pada triwulan IV 

 5.02.04. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 

1 Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD 
dalam APBD (IKK Outcome) 

Persen 5.00 5.00 4.80 5.00 -48.80 -48.80 < dari target Belum Tercapai 

Capaian indikator Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (IKK Outcome) tidak memenuhi target dikarenakan terdapat beberapa pendapatan yang 
penetapannya pada bulan maret, sehingga realisasi pada bulan berikutnya transaksi BPHTB akan mulai banyak di triwulan III dan IV 

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024 
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3. Kepegawaian  

Tabel 2.35 Capaian Kinerja Indikator Program Kepegawaian sd Triwulan II Tahun 2024 

No Aspek/ Indikator Satuan 
Target 
Akhir 

RPJMD 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 

Realisasi 
s.d. 2023 

Tahun 2024 
Realisasi 

RPJMD s.d. 
TW II - 2024 

Tingkat 
Capaian 
RPJMD 

Status 
Ketercapaian 

Thd Target Akhir 
RPJMD 

Target 
RKPD 2024 

Realisasi 
s.d. TW II 

2024 

5.03. KEPEGAWAIAN 

 5.03.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota 

1 Persentase Ketersediaan Laporan 
Capaian Kinerja 

persen 100.00 100.00 100.00 100.00 38.89 38.89 38.89 Belum Tercapai 

2 Persentase ketersediaan layanan 
administrasi kepegawaian, administrasi 
umum dan jasa penunjang urusan 
pemerintah daerah 

persen 100.00 100.00 100.00 100.00 35.53 35.53 35.53 Belum Tercapai 

3 Persentase pengadaan/pemeliharaan 
barang milik daerah 

persen 
 

100.00 100.00 100.00 57.84 57.84 57.84 Belum Tercapai 

 5.03.02. Program Kepegawaian Daerah 

1 Persentase PNS berkembang karier persen 50.00 50.00 66.67 50.00 46.67 46.67 93.34 Akan Tercapai 

2 Tingkat Pelaporan Kinerja ASN persen 100.00 100.00 98.90 100.00 99.78 99.78 99.78 Akan Tercapai 

3 Persentase Keterisian Jabatan persen 90.00 90.00 97.41 90.00 98.97 98.97 109.97 Tercapai 

4 Persentase Keterpenuhan Formasi ASN Persen 80.00 80.00 64.35 80.00 49.37 49.37 61.71 Belum Tercapai 

Capaian indikator Persentase Keterpenuhan Formasi ASN tidak memenuhi target dikarenakan Jumlah ASN hanya 3131 orang sedangkan formasi yang tersedia sekota 
Pekalongan sejumlah 6520. Dikarenakan adanya moratorium pengadaan PNS selama beberapa tahun, disertai dengan adanya pengurangan jumlah ASN yang disebabkan 
proses pensiun, mutasi luar kota, meninggal, sehingga menimbulkan selisih yang cukup signifikan antara bezeting dengan formasi. 

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024 
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4. Pendidikan dan Pelatihan 

Tabel 2.36 Capaian Kinerja Indikator Program Pendidikan dan Pelatihan sd Triwulan II Tahun 2024 

No Aspek/ Indikator Satuan 
Target 
Akhir 

RPJMD 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 

Realisasi 
s.d. 2023 

Tahun 2024 Realisasi 
RPJMD 

s.d. TW II - 
2024 

Tingkat 
Capaian 
RPJMD 

Status 
Ketercapaian 

Thd Target 
Akhir RPJMD 

Target 
RKPD 
2024 

Realisasi 
s.d. TW II 

2024 

5.04. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 

 5.04.02. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 

1 Persentase PNS berkembang 
kompetensinya 

persen 100.00 100.00 149.29 100.00 31.96 31.96 31.96 Belum 
Tercapai 

Capaian indikator Persentase PNS berkembang kompetensinya tidak memenuhi target dikarenakan Waktu dan jumlah peserta penyelenggaraan Diklat 
tergantung dari pihak penyelenggara. Sampai dengan triwulan I tahun 2024 baru 132 orang ASN yang ikut serta dalam kegiatan diklat dari target tahunan 
sebanyak 260 orang. 

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024 

 

5. Penelitian Dan Pengembangan  

Tabel 2.37 Capaian Kinerja Indikator Program Penelitian dan Pengembangan sd Triwulan II Tahun 2024 

No Aspek/ Indikator Satuan 
Target 
Akhir 

RPJMD 

Kondisi 
Awal RPJMD 

Realisasi 
s.d. 2023 

Tahun 2024 
Realisasi 

RPJMD s.d. 
TW II - 2024 

Tingkat 
Capaian 
RPJMD 

Status 
Ketercapaian Thd 

Target Akhir 
RPJMD 

Target 
RKPD 2024 

Realisasi s.d. 
TW II 2024 

5.05. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

 5.05.02. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah 

1 Persentase Litbang yang sesuai dengan 
Arah Kebijakan RPJMD 

persen 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 Belum Tercapai 

Capaian indikator Persentase Litbang yang sesuai dengan Arah Kebijakan RPJMD tidak memenuhi target dikarenakan dikarenakan Kegiatan masih dalam tahap pelaksanaan, 
capaian baru dapat diperhitungkan di akhir tahun 

2 Skor Capaian Nilai RiDA (SiDA) skor 76.00 70.93 0.00 74.00 n/a n/a n/a Belum Tersedia 
Data 
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No Aspek/ Indikator Satuan 
Target 
Akhir 

RPJMD 

Kondisi 
Awal RPJMD 

Realisasi 
s.d. 2023 

Tahun 2024 
Realisasi 

RPJMD s.d. 
TW II - 2024 

Tingkat 
Capaian 
RPJMD 

Status 
Ketercapaian Thd 

Target Akhir 
RPJMD 

Target 
RKPD 2024 

Realisasi s.d. 
TW II 2024 

Capaian indikator Skor Capaian Nilai RiDA (SiDA) tidak memenuhi target dikarenakan Indikator kinerja skor capaian nilai RIDA (SIDA) data tidak tersedia, dikarenakan tidak 
dilakukan pengukuran RIDA Kota Pekalongan oleh BRIN. Hal ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, 
pengukuran Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDA) saat ini telah bertransformasi menjadi Indeks Daya Saing Daerah (IDSD). Fasilitasi Pengukuran Kapasitas Inovatif Daerah 
Tahun 2023-2025 (R-SIDA) akan dilakukan dengan penyelarasan pengukuran IDSD. 

3 Persentase Pemberdayaan Stakeholder 
Kelitbangan 

persen 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 Belum Tercapai 

Capaian indikator Persentase Pemberdayaan Stakeholder Kelitbangan tidak memenuhi target dikarenakan dikarenakan Kegiatan masih dalam tahap pelaksanaan, capaian baru 
dapat diperhitungkan di akhir tahun 

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024 

 

2.1.2.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan 

1. Inspektorat 

Tabel 2.38 Capaian Kinerja Indikator Program Inspektorat sd Triwulan II Tahun 2024 

No Aspek/ Indikator Satuan 
Target 
Akhir 

RPJMD 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 

Realisasi 
s.d. 2023 

Tahun 2024 
Realisasi 

RPJMD s.d. 
TW II - 2024 

Tingkat 
Capaian 
RPJMD 

Status 
Ketercapaian Thd 

Target Akhir 
RPJMD 

Target 
RKPD 2024 

Realisasi 
s.d. TW II 

2024 

6.01. INSPEKTORAT DAERAH 

 6.01.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota 

1 Persentase ketersediaan laporan capaian 
kinerja 

persen 100.00 100.00 100.00 100.00 41.12 41.12 41.12 Belum Tercapai 

2 Persentase ketersediaan layanan 
administrasi kepegawaian, administrasi 
umum dan jasa penunjang urusan 
pemerintah daerah 

persen 100.00 100.00 100.00 100.00 54.75 54.75 54.75 Belum Tercapai 

3 Persentase pengadaan/pemeliharaan 
barang milik daerah 

persen 100.00 100.00 100.00 100.00 43.09 43.09 43.09 Belum Tercapai 
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No Aspek/ Indikator Satuan 
Target 
Akhir 

RPJMD 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 

Realisasi 
s.d. 2023 

Tahun 2024 
Realisasi 

RPJMD s.d. 
TW II - 2024 

Tingkat 
Capaian 
RPJMD 

Status 
Ketercapaian Thd 

Target Akhir 
RPJMD 

Target 
RKPD 2024 

Realisasi 
s.d. TW II 

2024 

 6.01.02. Program Penyelenggaraan Pengawasan 

1 Persentase tindak lanjut temuan hasil 
pemeriksaan 

persen 85.00 85.00 52.94 85.00 0.00 0.00 0.00 Belum Tercapai 

Capaian indikator Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan tidak memenuhi target dikarenakan belum ada data tindak lanjut dari OPD terperiksa 

 6.01.03. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi 

1 Level Kapabilitas APIP 
Persen 3.00 3.00 3.09 3.00 n/a n/a n/a 

Belum Tersedia 
data 

Capaian indikator Level Kapabilitas APIP tidak memenuhi target dikarenakan menunggu rilis data nilai kapabilitas APIP dari BPKP pada triwulan IV 

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024 

 

2.1.2.7. Unsur Kewilayahan 

1. Kecamatan 

Tabel 2.39 Capaian Kinerja Indikator Program Penelitian dan Pengembangan sd Triwulan II Tahun 2024 

No Aspek/ Indikator Satuan 
Target 
Akhir 

RPJMD 

Kondisi Awal 
RPJMD 

Realisasi 
s.d. 2023 

Tahun 2024 
Realisasi 

RPJMD s.d. 
TW II - 2024 

Tingkat 
Capaian 
RPJMD 

Status 
Ketercapaian Thd 

Target Akhir 
RPJMD 

Target 
RKPD 2024 

Realisasi 
s.d. TW II 

2024 

7.01. KECAMATAN 

 7.01.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota 

1 Persentase Ketersediaan Laporan 
Capaian Kinerja (Kec. Pekalongan Utara) 

Persen 100.00 100.00 100.00 100.00 41.12 41.12 41.12 Belum Tercapai 

2 Persentase Ketersediaan Layanan 
Administrasi Kepegawaian, Administrasi 
Umum dan Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah (Kec. Pekalongan 
Utara) 

Persen 100.00 100.00 100.24 100.00 30.16 30.16 30.16 Belum Tercapai 
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No Aspek/ Indikator Satuan 
Target 
Akhir 

RPJMD 

Kondisi Awal 
RPJMD 

Realisasi 
s.d. 2023 

Tahun 2024 
Realisasi 

RPJMD s.d. 
TW II - 2024 

Tingkat 
Capaian 
RPJMD 

Status 
Ketercapaian Thd 

Target Akhir 
RPJMD 

Target 
RKPD 2024 

Realisasi 
s.d. TW II 

2024 

3 Persentase Pengadaan/Pemeliharaan 
Barang Milik Daerah (Kec. Pekalongan 
Utara) 

Persen 100.00 100.00 96.67 100.00 23.58 23.58 23.58 Belum Tercapai 

4 Persentase ketersediaan laporan 
capaian kinerja (Kec. Pekalongan 
Selatan) 

persen 100.00 100.00 100.00 100.00 41.12 41.12 41.12 Belum Tercapai 

5 Persentase ketersediaan layanan 
administrasi kepegawaian, administrasi 
umum dan jasa penunjang urusan 
pemerintah daerah (Kec. Pekalongan 
Selatan) 

persen 100.00 100.00 100.00 100.00 29.59 29.59 29.59 Belum Tercapai 

6 Persentase pengadaan/pemeliharaan 
barang milik daerah (Kec. Pekalongan 
Selatan) 

persen 100.00 100.00 100.00 100.00 17.55 17.55 17.55 Belum Tercapai 

7 Persentase ketersediaan laporan 
capaian kinerja (Kec. Pekalongan Barat) 

persen 100.00 100.00 100.00 100.00 41.12 41.12 41.12 Belum Tercapai 

8 Persentase ketersediaan layanan 
administrasi kepegawaian, administrasi 
umum dan jasa penunjang urusan 
pemerintah daerah (Kec. Pekalongan 
Barat) 

persen 100.00 100.00 97.84 100.00 34.13 34.13 34.13 Belum Tercapai 

9 Persentase pengadaan/pemeliharaan 
barang milik daerah (Kec. Pekalongan 
Barat) 

persen 100.00 100.00 100.00 100.00 40.09 40.09 40.09 Belum Tercapai 

10 Persentase ketersediaan laporan 
capaian kinerja (Kec. Pekalongan Timur) 

persen 100.00 100.00 100.00 100.00 42.23 42.23 42.23 Belum Tercapai 

11 Persentase ketersediaan layanan 
administrasi kepegawaian, administrasi 
umum dan jasa penunjang urusan 
pemerintah daerah (Kec. Pekalongan 
Timur) 

persen 100.00 100.00 100.00 100.00 31.63 31.63 31.63 Belum Tercapai 
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No Aspek/ Indikator Satuan 
Target 
Akhir 

RPJMD 

Kondisi Awal 
RPJMD 

Realisasi 
s.d. 2023 

Tahun 2024 
Realisasi 

RPJMD s.d. 
TW II - 2024 

Tingkat 
Capaian 
RPJMD 

Status 
Ketercapaian Thd 

Target Akhir 
RPJMD 

Target 
RKPD 2024 

Realisasi 
s.d. TW II 

2024 

12 Persentase pengadaan/pemeliharaan 
barang milik daerah (Kec. Pekalongan 
Timur) 

persen 100.00 100.00 100.00 100.00 61.93 61.93 61.93 Belum Tercapai 

 7.01.02. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 

1 Tingkat Kinerja Penyelenggaraan 
Pemerintahan, Pelayanan Publik di 
Wilayah Utara 

Persen 100.00 100.00 100.00 100.00 58.34 58.34 58.34 Belum Tercapai 

2 Tingkat Kinerja Penyelenggaraan 
Pemerintahan, Pelayanan Publik di 
Wilayah Selatan 

persen 100.00 100.00 100.00 100.00 50.00 50.00 50.00 Belum Tercapai 

3 Tingkat Kinerja Penyelenggaraan 
Pemerintahan, Pelayanan Publik di 
Wilayah Barat 

persen 100.00 100.00 100.00 100.00 75.00 75.00 75.00 Belum Tercapai 

4 Tingkat Kinerja Penyelenggaraan 
Pemerintahan, Pelayanan Publik di 
Wilayah Timur 

persen 100.00 100.00 100.00 100.00 25.00 25.00 25.00 Belum Tercapai 

 7.01.03. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 

1 Tingkat Kinerja Pemberdayaan 
Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di 
Wilayah Utara 

Persen 100.00 0.00 100.00 100.00 50.00 50.00 50.00 Belum Tercapai 

2 Tingkat Kinerja pemberdayaan 
masyarakat kecamatan/kelurahan di 
Wilayah Selatan 

persen 100.00 100.00 100.00 100.00 50.00 50.00 50.00 Belum Tercapai 

3 Tingkat Kinerja Pemberdayaan 
Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di 
Wilayah Barat 

persen 100.00 100 100.00 100.00 50.00 50.00 50.00 Belum Tercapai 

4 Tingkat Kinerja Pemberdayaan 
Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di 
Wilayah Timur 

persen 100.00 100.00 100.00 100.00 50.00 50.00 50.00 Belum Tercapai 

 7.01.04. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 

1 Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Utara Persen 100.00 100.00 100.00 100.00 50.00 50.00 50.00 Belum Tercapai 
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No Aspek/ Indikator Satuan 
Target 
Akhir 

RPJMD 

Kondisi Awal 
RPJMD 

Realisasi 
s.d. 2023 

Tahun 2024 
Realisasi 

RPJMD s.d. 
TW II - 2024 

Tingkat 
Capaian 
RPJMD 

Status 
Ketercapaian Thd 

Target Akhir 
RPJMD 

Target 
RKPD 2024 

Realisasi 
s.d. TW II 

2024 

2 Tingkat kinerja Trantibum Wilayah 
Selatan 

persen 100.00 100.00 100.00 100.00 50.00 50.00 50.00 Belum Tercapai 

3 Tingkat Kinerja Trantibum di wilayah 
Barat 

persen 100.00 100.00 100.00 100.00 50.00 50.00 50.00 Belum Tercapai 

4 Tingkat kinerja Trantibum di Wilayah 
Timur 

persen 100.00 100.00 100.00 100.00 50.00 50.00 50.00 Belum Tercapai 

 7.01.05. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 

1 Tingkat Kinerja Penyelenggaraan 
Pemerintahan Umum di Wilayah Utara 

Persen 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Tercapai 

2 Tingkat Kinerja Penyelenggaraan 
Pemerintahan Umum di Wilayah Selatan 

persen 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 Belum Tercapai 

3 Tingkat Kinerja Penyelenggaraan 
Pemerintahan Umum di Wilayah Barat 

persen 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Tercapai 

4 Tingkat Kinerja Penyelenggaraan 
Pemerintahan Umum di Wilayah Timur 

persen 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 Belum Tercapai 

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024 
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2.1.2.8. Unsur Pemerintahan Umum 

1. Kesatuan Bangsa dan Politik 

Tabel 2.40 Capaian Kinerja Indikator Program Kesatuan Bangsa dan Politik sd Triwulan I Tahun 2024 

No Aspek/ Indikator Satuan 
Target 
Akhir 

RPJMD 

Kondisi Awal 
RPJMD 

Realisasi 
s.d. 2023 

Tahun 2024 
Realisasi 

RPJMD s.d. 
TW I - 2024 

Tingkat 
Capaian 
RPJMD 

Status Ketercapaian 
Thd Target Akhir 

RPJMD 
Target 

RKPD 2024 

Realisasi 
s.d. TW I 

2024 

8.01. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

 8.01.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota 

1 Persentase ketersediaan laporan 
capaian kinerja 

persen 100.00 100.00 100.00 100.00 41.12 41.12 41.12 Belum Tercapai 

2 Persentase ketersediaan layanan 
administrasi kepegawaian, administrasi 
umum dan jasa penunjang urusan 
pemerintah daerah 

persen 100.00 100.00 100.33 100.00 33.71 33.71 33.71 Belum Tercapai 

3 Persentase pengadaan/pemeliharaan 
barang milik daerah  

persen 100.00 100.00 100.00 100.00 90.20 90.20 90.20 Akan Tercapai 

 8.01.02. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan 

1 Persentase etnis/suku/agama/ormas dan 
LSM yang paham terhadap ideologi 
pancasila dan wawasan kebangsaan 

persen 100.00 100.00 100.74 100.00 59.81 59.81 59.81 Belum Tercapai 

Capaian indikator persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang paham terhadap ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan tidak memenuhi target dikarenakan 
merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan sepanjang tahun, sehingga capaian akhir baru dapat diperoleh pada akhir tahun 

 8.01.03. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik 

1 Jumlah parpol dan lembaga pendidikan 
yang mengikuti pendidikan politik 

lembaga 16.00 0.00 16.00 16.00 13.00 13.00 81.25 Belum Tercapai 

Capaian indikator Jumlah parpol dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan politik tidak memenuhi target dikarenakan dari 16 parpol maupun lembaga pendidikan 
yang diikutsertakan dalam pendidikan, sampai dengan triwulan II baru 9 partai politik dan 4 lembaga pendidikan yang mengikuti. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan politik 
akan dilaksanakan di triwulan selanjutnya. 

 8.01.04. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 

1 Persentase ormas yang mendapatkan 
fasilitasi dan pembinaan 

persen 100.00 100.00 90.48 100.00 90.00 90.00 90.00 Akan Tercapai 
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No Aspek/ Indikator Satuan 
Target 
Akhir 

RPJMD 

Kondisi Awal 
RPJMD 

Realisasi 
s.d. 2023 

Tahun 2024 
Realisasi 

RPJMD s.d. 
TW I - 2024 

Tingkat 
Capaian 
RPJMD 

Status Ketercapaian 
Thd Target Akhir 

RPJMD 
Target 

RKPD 2024 

Realisasi 
s.d. TW I 

2024 

 8.01.05. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya 

1 Persentase etnis/suku/agama/ormas dan 
LSM yang memahami terntang 
ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya  

persen 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Tercapai 

 8.01.06. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial 

1 Persentase penanganan kejadian terkait 
konflik sosial 

persen 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Tercapai 

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024  
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2.1.3. Hasil Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2023 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang 
Penerapan Standar Pelayanan Minimal, penerapan Standar Pelayanan Minimal dilakukan 
dengan 4 (empat) tahapan, yaitu: 

a. Pengumpulan data 

Pada tahapan pengumpulan data, Perangkat Daerah pengampu urusan Standar 
Pelayanan Minimal melakukan tahapan sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi jumlah dan identitas lengkap warga negara yang berhak 
memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar warga negara secara minimal 
sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan; dan 

2. Mengidentifikasi jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk 
jumlah sarana dan prasarana yang tersedia. 

b. Penghitungan kebutuhan pmenuhan pelayanan dasar 

Pada tahapan penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, Perangkat 
Daerah pengampu urusan Standar Pelayanan Minimal melakukan tahapan sebagai 
berikut: 

1. Perangkat Daerah menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa, sarana 
dan prasarana, dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk kebutuhan 
pemenuhan Pelayanan Dasar dengan jumlah barang dan/atau jasa, sarana, dan 
prasarana, dan sumber daya manusia yang tersedia. 

2. Ketersediaan tersebut dapat diperoleh dari pihak BUMN, BUMD, lembaga non 
pemerintah, masyaakat dan/atau Pemerintah Daerah. 

3. Hasil perhitungan tersebut digunakan untuk menyusun rencana pemenuhan 
pelayanan dasar berpedoman pada standar biaya. 

4. Perangkat Daerah menghitung jumlah warga negera yang berhak menerima 
Pelayanan Dasar yang tidak mampu, dikarenakan: 

• miskin atau tidak mampu; 

• sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri; 

• kondisi bencana; dan/atau 

• kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri. 

c. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar 

Pada tahapan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar, Perangkat 
Daerah pengampu urusan Standar Pelayanan Minimal melakukan tahapan sebagai 
berikut: 

1. Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan 
penghitungan warga negara yang berhak menerima Pelayanan dasar yang tidak 
mampu yang dimuat dalam dokumen RPJMD, RKPD,  

2. Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan 
dasar berdasarkan penghitungan ke dalam Renstra dan Renja Perangkat Daerah. 

3. Bappeda memastikan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pemenuhan Pelayanan 
dasar diimuat dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD. 

4. Perangkat Daerah memprioritaskan anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 
pemenuhan Pelayanan Dasar setelah tercantum dalam dokumen RPJMD, Renstra 
Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah. 

5. Tim anggaran Pemerintah Daerah memastikan anggaran Program, Kegiatan dan 
Sub Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD. 

d. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar 
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Pada tahapan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar, Perangkat Daerah 
pengampu urusan Standar Pelayanan Minimal melakukan tahapan sebagai berikut: 

1. Perangkat Daerah melaksanakan Program dan Kegiatan , Sub Kegiatan pemenuhan 
Pelayanan Dasar sesuai dengan rencana pemenuhan pelayanan dasar. 

2. Perangkat Daerah menetapkan target pencapaian Program dan Kegiatan sub 
kegiatan berdasarkan data jumlah penerima pelayanan dasar yang diperoleh setiap 
tahunnya. 

3. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar berupa penyediaan barang dan/atau 
jasa, sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang dibutuhkan dan/atau 
melakukan kerja sama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

4. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar bagi warga negara oleh Pemerintah 
Daerah dapat berupa: 

• membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi warga negera 
secara minimal, dengan memperioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak 
mampu. 

• memberikan bantuan berupa bantuan tunai, bantuan barang dan/atau jasa, 
kupon, subsidi atau bentuk bantuan lainnya 

Pada tahun 2022 Kota Pekalongan telah menerapkan seluruh tahapan penerapan 
SPM sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021. Pemerintah 
Kota Pekalongan juga telah mengalokasikan anggaran atas penerapan Standar Pelayanan 
Minimal sejak proses perencanaan, yang dimulai dari RPJMD sampai dengan APBD Tahun 
Anggaran 2022. 

2.2.4.1. Urusan Pendidikan 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan 
Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang 
Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan, maka jenis pelayanan dasar bidnag 
pendidikan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut: 

1. Pendidikan Anak Usia Dini; 

2. Pendidikan Dasar; dan 

3. Pendidikan Kesetaraan. 

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pendidikan berdasarkan 
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 
tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan dan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Berdasarkan 
kedua aturan tersebut, capaian atas Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pendidikan 
berdasarkan rapot Pendidikan yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan Republik Indonesia. Perlu kami sampaikan bahwa rapot Pendidikan tahun 2023 
sampai dengan saat ini belum terbit, sehingga data yang digunakan adalah rapot Pendidikan 
tahun 2022 yang terbit pada bulan Juli 2023. Sehingga secara penganggaran mengikuti 
tahun rapot pendidikan yaitu anggaran tahun 2022. Pada tahun 2023 Capaian SPM 
Pendidikan secara keseluruhan adalah 99,67% atau termasuk kategori TUNTAS UTAMA, 
dengan rincian sebagai berikut: 

1. Pendidikan dasar usia dini dengan capaian sebesar 94,22%; 

2. Pendidikan dasar dengan capaian sebesar 97,00%; 

3. Pendidikan kesetaraan dengan capaian sebesar 100%; 

Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Pendidikan Tahun 
2023 disajikan dalam Tabel 2.41 berikut.  
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Tabel 2.41 Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM 
Bidang Pendidikan Tahun 2023 

No. Permasalahan Solusi 

1. Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data dari Sekolah yang lambat 
disebabkan adanya permasalahan 
administrasi perpindahan data maupun 
kendala sistem sebagai akibat banyaknya 
operator sekolah yang mengakses aplikasi 
dapodik maupun emis dalam waktu yang 
bersamaan, sehingga waktu proses menjadi 
lebih lambat 

1. Mengintensifkan penguatan 
kelembagaan di satuan Pendidikan 
terutama disiplin dalam menjalankan 
administrasi sekolah. 

2. Meningkatkan koordinasi dengan 
Operator Sistem Dinas Pendidikan 
Provinsi, Dinas Pendidikan Kab/Kota Lain 
dan Kantor Kemenag sehingga 
mempermudah penyelesaian jika 
ditemukan kendala data maupun kendala 
sistem.  

2. Penghitungan Kebutuhan 

Tim yang bertugas melakukan perhitungan 
kebutuhan perlu waktu untuk verifikasi dan 
validasi siswa miskin calon penerima bantuan 
perlengkapan belajar maupun biaya personil 

Menggunakan basis data penduduk miskin 
dari kemensos sebagai dasar penentuan 
siswa penerima bantuan agar lebih akuntabel 

 Tidak tersedianya data BNBA pada data 
penduduk, sehingga kesulitan dalam 
menentukan kebutuhan jumlah penerima 
layanan SPM berdasarkan asal siswa. 

Melakukan koordinasi dengan Dindukcapil 
agar mendapatkan solusatas permasalahan 
tersebut.  

3. Perencanaan dan Penganggaran 

Keterbatasan anggaran yang tersedia 
menghambat pemenuhan kebutuhan dalam 
rangka pencapaian SPM 

 
1. Membuat skala prioritas pemenuhan 

kebutuhan agar hasilnya lebih optimal 
dan tepat sasaran. 

2. Melakukan advokasi penganggaran 
pemenuhan SPM di Badan Anggaran 
agar penetapannya sesuai dengan yang 
telah direncanakan. 

4. Pelaksanaan 

Tidak ada - 

5, Lain-lain 

Rapor pendidikan yang dirilis terlambat 
sehingga menyulitkan dalam Menyusun 
pelaporan tahun N karena data yang 
disandingkan tidak padan 

Mengonsultasikan permasalahan tersebut 
kepada Tim Pusat dan mengikuti arahan yang 
diberikan. 

 Rapor pendidikan hanya menyajikan hasil 
akhir tanpa menyertakan nilai variable 
perhitungannya, sehingga menyulitkan pada 
saat pengisian form tahapan penerapan SPM 

Mengonsultasikan permasalahan tersebut 
kepada Tim Pusat dan mengikuti arahan yang 
diberikan. 

Sumber: Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023, 2024 

2.2.4.2. Urusan Kesehatan 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan 
Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis 
Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, 
maka jenis pelayanan dasar bidnag pendidikan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota 
Pekalongan adalah sebagai berikut: 

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil; 

2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin; 
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3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir; 

4. Pelayanan Kesehatan Balita; 

5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar; 

6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif; 

7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut; 

8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi; 

9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus; 

10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa berat; 

11. Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkolosis; dan 

12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya 
tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiancy Virus). 

Pada tahun 2023 Capaian SPM Kesehatan secara keseluruhan adalah 95,56% atau 
kategori TUNTAS UTAMA dengan rincian sebagai berikut: 

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil dengan capaian 97,62%; 

2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin dengan capaian 100,00%; 

3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir dengan capaian 99,22%; 

4. Pelayanan kesehatan balita dengan capaian 99,87%; 

5. Pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan dasar dengan capaian 100%; 

6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif dengan capaian 81,10%; 

7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut dengan capaian 91,37%; 

8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi dengan capaian 70,49%; 

9. Pelayanan kesehatan penderita diabetis melitus dengan capaian 100,00%; 

10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguam jiwa (ODGJ) berat dengan capaian 
100%; 

11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis dengan capaian 100%; 

12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan 
tubuh manusia (human immunodeficiency virus) dengan capaian 100% 

Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Kesehatan Tahun 
2023 disajikan dalam Tabel 2.42 berikut. 
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Tabel 2.42 Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM 
Bidang Kesehatan Tahun 2023 

No. Permasalahan Solusi 

1. Pengumpulan Data 

 Laporan SPM dari Puskesmas masuk 
ke Dinas Kesehatan melebihi dari batas 
akhir waktu penginputan triwulan pada 
aplikasi SPM Bangda Kemendagri 

1. Mengupayakan dan memberi 
pengarahan kepada petugas 
puskesmas agar pelaporan dikirim 
ke Dinas Kesehatan sesuai 
dengan waktu yang telah di 
tentukan 

2. Menkoordinasikan pelaporan agar 
tepat waktu 

3. Menyusun Standar Operasional 
Prosedur (SOP) terkait Laporan 
SPM dari Puskesmas ke Dinas 
Kesehatan. 

2. Perhitungan Kebutuhan 

 Perhitungan sasaran menggunakan 
estimasi/proyeksi dari jumlah penduduk 
sedangkan untuk capaian seharusnya 
menggunakan data rill yang ada di 
lapangan 

Pada laporan akhir (TW IV) agar dapat 
menggunakan data rill. 

3. Perencanaan dan Penganggaran 

 Kurangnya anggaran yang diberikan 
terutama pada hipertensi dan diabetes 
militus 

Akan berkoordinasi dengan BAPPEDA 
dalam hal perencanaan penganggaran 

4. Pelaksanaan 

 Kurangnya kesadaran masyarakat 
khususnya lansia untuk datang ke 
posyandu lansia yang ada di wilayah 
sekitar tempat tinggal 

1. Mengoptimalisasikan petugas 
promkes dan kader kesehatan 
yang ada disekitar untuk dapat 
mengedukasi kepada masyarakat 
khususnya Lansia 

2. Memperluas layanan jemput bola 
di Dinas Kesehatan yang semula 
berupa layanan menjemput para 
pengguna layanan karena kondisi 
rob diperluas ke masyarakat 
khususnya lansia. 

5. Lain-lain 

 Adanya perbedaan persepsi antara 
kemenkes dan kemendagri dalam 
pelaporan sasaran dan capaian akhir 

Perlu adanya koordinasi lebih lanjut 
antara 
Kemendagri dan Kemenkes dalam 
menyusun kebijakan/regulasi terkait 
SPM bidang kesehatan 

Sumber: Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023, 2024 

2.2.4.3. Urusan Pekerjaan Umum 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan 
Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 
29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal 
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka ajenis pelayanan dasar bidnag pendidikan 
yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut: 
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1. Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan 

2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik. 

Pada tahun 2023 Capaian SPM Pekerjaan Umum secara keseluruhan adalah 100% 
atau termasuk kategori TUNTAS PARIPURNA dengan rincian sebagai berikut: 

1. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dengan capaian 100%; 

2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik dengan capaian 100%. 

Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum 
Tahun 2023 disajikan dalam Tabel 2.43 berikut. 

Tabel 2.43 Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM 
Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2023 

No. Permasalahan Solusi 

1. Pengumpulan Data 

Data yang dibutuhkan lebih rigid sampai ke 
identitas pribadi yang menurut wali data dari 
kominfo ada konsekuensi dari penyebaran data 
pribadi 

Dipertimbangkan kembali terhadap 
pencatuman data pribadi 

2. Penghitungan Kebutuhan 

Penghitungan kebutuhan masih memerlukan 
koordinasi dengan OPD terkait 

Rapat koordinasi dengan pihak-pihak 
terkait untuk memperoleh data yang 
lengka dan andal 

3. Perencanaan dan Penganggaran 

Perlu kerjasama yang aktif untuk CSR agar 
dapat meningkatkan mutu SPM. 

Koordinasi dan sosialisasi dengan 
pihak-pihak yang potensial untuk 
menjadi CSR 

4. Pelaksanaan 

Kurang tersedianya lahan yang strategis untuk 
pembangunan SPALD-T, SPALD-S dan IPLT 

Koordinasi dengan provinsi terkait 
rencana pembangunan insfrastruktur 
secara regional 

lokasi untuk pembuatan instalasi pembuangan 
tinja yang sudah tidak layak, sedangkan untuk 
mencari lokasi baru ada keterbatasan lahan 
pemerintah kota 

Komunikasi dan sosialisasi dengan 
warga 

5. Lain-lain  

 Tidak ada - 

Sumber: Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023, 2024 

2.2.4.4. Urusan Perumahan Rakyat 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan 
Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 
29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal 
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka jenis pelayanan dasar bidang Perumahan 
Rakyat dan Permukiman yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah sebagai 
berikut: 

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kab/kota; dan 

2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masayarakat yang terkena relokasi 
program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 

Pada tahun 2023 Capaian SPM urusan Perumahan dan Permukiman secara 
keseluruhan adalah 100% atau termasuk kategori TUNTAS PARIPURNA dengan rincian 
sebagai berikut: 
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1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota 
dengan capaian 100%; 

2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi 
program pemerintah daerah kabupaten/kota dengan capaian 100%. 

Kendala yang dihadapi daerah dalam penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat 
Tahun 2023 disajikan dalam Tabel 2.44 berikut. 

Tabel 2.44 Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM 
Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2023 

No. Permasalahan Solusi 

1. PENGUMPULAN DATA 

Kesulitan dalam melengkapi BNBA secara 
detail sesuai dengan isian form, baik itu 
RT/RW, NIK, jumlah anggota keluarga, luas 
bangunan, luas tanah dll. 

Melakukan verifikasi ulang dengan tenaga 
fasilitator lapangan dan tenaga kegiatan. 

2. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN 

Belum bisa memprediksi kegiatan 
kebencanaan dan lokasi yang terjadi 
bencana, karena sifatnya insidentil. 

Melakukan mitigasi daearah rawanbencana 
se-kota Pekalongan. 

3. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 

 Anggaran kebencanaan selalu ada 
meskipun peningkatan dan penurunan 
kebencanaan tidak bisa diprediksi. 

Melakukan pengusulan anggaran di n1 dan 
berkoordinasi dengan TAPD. 

4. PELAKSANAAN 

Proses pemindahan / relokasi daerah 
sepadan sungai sudah selesai dan diberikan 
kerohiman.  

Melakukan koordinasi dengan pemangku 
wilayah Kelurahan dan Kecamatan. 

Proses realisasi kegiatan relokasi 
membutuhkan waktu dan proses dalam 
pemindahan dan pembangunan secara 
bertahap. 

Pembangunan rumah relokasi membutuhkan 
koordinasi antar bidang, dinas dan 
stakeholder terkait karena penerima bantuan 
tidak mampu secara ekonomi. 

5. LAIN – LAIN 

Tidak ada -  

Sumber: Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023, 2024 

2.2.4.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan 
Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar 
Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Bidang Bencana Daerah 
Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2018 tentang Standar 
Teknis Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Bidang Kebakaran 
Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 
tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Bidang Ketentraman dan Ketertiban 
Umum di Provinsi, Kabupaten/Kota, maka jenis pelayanan dasar bidang Ketentraman, 
Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang diterapkan oleh Pemerintah Kota 
Pekalongan adalah sebagai berikut: 

1. Pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum; 

2. Pelayanan Informasi rawan bencana; 

3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;  

4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan 

5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. 
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Pada tahun 2023 Capaian SPM urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan 
Perlindungan Masyarakat secara keseluruhan adalah 100% atau termasuk kategori 
TUNTAS PARIPURNA dengan rincian sebagai berikut: 

1. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum dengan capaian 100,00%; 

2. Pelayanan Informasi rawan bencana dengan capaian 100,00%; 

3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan capaian 100,00%; 

4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dengan capaian 100,00%; 

5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dengan capaian 100,00%. 

Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Ketentraman, 
Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2023 disajikan dalam Tabel 2.45 
berikut. 

Tabel 2.45 Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM 
Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2023 

No. Permasalahan Solusi 

1. PENGUMPULAN DATA 

Tidak ada permasalahan - 

2. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN 

Tidak ada permasalahan - 

3. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 

Anggaran yang tersedia belum sesuai dengan 
Sub Kegiatan yang seharusnya. Pada tahun 
anggaran 2023 penganggaran sudah 
disesuaikan dengan Sub Kegiatan yang 
sesuai dengan Permendagri 59 Tahun 2021. 

Melakukan pengusulan penganggaran 
Berbasis SPM dan melakukan advokasi 
sosial terhadap OPD yang 
menyelenggarakan Bidang perencanaan  
dan pembangunan 

4. PELAKSANAAN 

Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang 
Disabilitas Terlantar di Luar Panti ada yang 
tidak terlaksana seperti Penyediaan alat 
bantu, Fasilitas pembuatan Nomor Induk 
Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta 
Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu 
Identitas Anak, dan Akses kelayanan 
pendidikan 

Melaksanakan monitoring dan evaluasi 
pelaksanaan penerapan dan pencapaian 
SPM dengan menyediakan instrument SPM 
sesuai dengan sasaran/indicator kinerja 

Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di 
Luar Panti ada yang tidak terlaksana seperti 
Penyediaan alat bantu, Fasilitas pembuatan 
Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda 
Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, 
dan/atau Kartu Identitas Anak, Akses ke 
layanan pendidikan, dan Layanan rujukan 

Melaksanakan monitoring dan evaluasi 
pelaksanaan penerapan dan pencapaian 
SPM dengan menyediakan instrument SPM  
sesuai dengan sasaran/indicator kinerja 

Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia 
Terlantar di Luar Panti ada yang tidak 
terlaksana seperti Fasilitas pembuatan 
Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda 
Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, 
dan/atau Kartu Identitas Anak, dan Akses ke 
layanan pendidikan 

Melaksanakan monitoring dan evaluasi 
pelaksanaan penerapan dan pencapaian 
SPM denganmenyediakan instrument SPM 
sesuai dengan sasaran/indicator kinerja 
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No. Permasalahan Solusi 

Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial 
Khususnya Gelandangan dan Pengemis di 
Luar Panti ada yang tidak terlaksana seperti 
Penyediaan alat bantu, Fasilitas pembuatan 
Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda 
Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, 
dan/atau Kartu Identitas Anak, dan Akses ke 
layanan pendidikan 

Melaksanakan monitoring dan evaluasi 
pelaksanaan penerapan dan pencapaian 
SPM dengan menyediakan instrument SPM 
sesuai dengan sasaran/indicator kinerja 

5. LAIN – LAIN 

 Tidak ada permasalahan - 

Sumber: Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023, 2024 

2.2.4.6. Urusan Sosial 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan 
Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis 
Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di 
Daerah Kabupaten/Kota, maka jenis pelayanan dasar bidang sosial yang diterapkan oleh 
Pemerintah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut: 

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti; 

2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti; 

3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti; 

4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; 

5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban 
bencana kab/kota. 

Pada tahun 2023 Capaian SPM urusan Sosial secara keseluruhan adalah 100% atau 
termasuk kategori TUNTAS PARIPURNA. 

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti dengan capaian 
100,00%; 

2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti dengan capaian 100,00%; 

3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti dengan capaian 100,00%; 

4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti 
dengan capaian 100,00%; 

5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban 
bencana kab/kota dengan capaian 100,00%. 

Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Sosial Tahun 2023 
disajikan dalam Tabel 2.46 berikut. 
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Tabel 2.46 Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM 
Bidang Sosial Tahun 2023 

No. Permasalahan Solusi 

1. PENGUMPULAN DATA 

Tidak ada permasalahan - 

2. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN 

Tidak ada permasalahan - 

3. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 

Anggaran yang tersedia belum sesuai dengan 
Sub Kegiatan yang seharusnya. Pada tahun 
anggaran 2023 penganggaran sudah 
disesuaikan dengan Sub Kegiatan yang 
sesuai dnegan Permendagri 59 Tahun 2021. 

Melakukan pengusulan penganggaran 
Berbasis SPM dan melakukan advokasi 
sosial terhadap OPD yang 
menyelenggarakan Bidang perencanaan 
dan pembangunan 

4. PELAKSANAAN 

Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang 
Disabilitas Terlantar di Luar Panti ada yang 
tidak terlaksana seperti Penyediaan alat 
bantu, Fasilitas pembuatan Nomor Induk 
Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta 
Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu 
Identitas Anak, dan Akses ke layanan 
pendidikan 

Melaksanakan monitoring dan evaluasi 
pelaksanaan penerapan dan pencapaian 
SPM dengan menyediakan instrument SPM 
sesuai dengan sasaran/indikator kinerja 

Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di 
Luar Panti ada yang tidak terlaksana seperti 
Penyediaan alat bantu, Fasilitas pembuatan 
Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda 
Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, 
dan/atau Kartu Identitas Anak, Akses ke 
layanan pendidikan, dan Layanan rujukan 

Melaksanakan monitoring dan evaluasi 
pelaksanaan penerapan dan pencapaian 
SPM dengan menyediakan instrument SPM 
sesuai dengan sasaran/indikator kinerja 

Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia 
Terlantar di Luar Panti ada yang tidak 
terlaksana seperti Fasilitas pembuatan 
Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda 
Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, 
dan/atau Kartu Identitas Anak, dan Akses ke 
layanan pendidikan 

Melaksanakan monitoring dan evaluasi 
pelaksanaan penerapan dan pencapaian 
SPM dengan menyediakan instrument SPM 
sesuai dengan sasaran/indikator kinerja 

Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial 
Khususnya Gelandangan dan Pengemis di 
Luar Panti ada yang tidak terlaksana seperti 
Penyediaan alat bantu, Fasilitas pembuatan 
Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda 
Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, 
dan/atau Kartu Identitas Anak, dan Akses ke 
layanan pendidikan 

Melaksanakan monitoring dan evaluasi 
pelaksanaan penerapan dan pencapaian 
SPM dengan menyediakan instrument SPM 
sesuai dengan sasaran/indikator kinerja 

5. LAIN – LAIN 

 Tidak ada permasalahan - 

Sumber: Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023, 2024 

2.1.4. Hasil Evaluasi Sustainable Development Goals (SDGs) Tahun 2023 

Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (The 2030 Agenda for Sustainable 

Development atau SDGs) adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong 

perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang 

berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, 
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ekonomi dan lingkungan hidup. Di Indonesia, SDGs ditetapkan melalui Peraturan Presiden 

Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan. Dokumen Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia dibagi dalam 4 (empat) 

dokumen besar yang tidak terpisahkan, yaitu: Pilar Pembangunan Sosial; Pilar 

Pembangunan Ekonomi; Pilar Pembangunan Lingkungan; dan Pilar Pembangunan Hukum 

dan Tata Kelola. Sejak tahun 2023, dokumen capaian TPB/SDGs mengacu pada metadata 

edisi II. 

2.2.4.1. Pilar Pembangunan Sosial 

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDG’s) 
Pilar Pembangunan Sosial terdiri dari 5 Tujuan, 23 target dan 40 indikator. Secara rinci 
capaian indikator SDGs tahun 2023sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.47 berikut. 

Tabel 2.47 Capaian SDGs Pilar Pembangunan Sosial  
di Kota Pekalongan Tahun 2023 

Kode 
Indikato

r 

Nama Indikator 
Kabupaten/Kota 

Sumber Data Satuan 
Capaian 

Tahun 2023 

Target Pencapaian 

2024 2025 2026 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Tujuan 1.Mengurangi Kemiskinan  

Target 1.1 Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini 
berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari. 

1.1.1* 
Tingkat kemiskinan 
ekstrim (PPP$1,9 
per hari) 

BPS % 1.13 PM PM PM 

Target 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan 
anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi 
nasional 

1.2.1* 

Persentase 
penduduk yang 
hidup di bawah garis 
kemiskinan 

BPS % 6,81 6,29 6,09 5,89 

1.2.2* Persentase laki-laki, 
perempuan dan 
anak-anak dari 
semua usia, yang 
hidup dalam 
kemiskinan dalam 
berbagai dimensi, 
sesuai dengan 
definisi nasional.  

BPS % 6,81 6,29 6,09 5,89 

(a) Imunisasi Dasar: 
Persentase 
imunisasi dasar 
pada penduduk usia 
12 - 23 bulan 

BPS % 59,93 PM PM PM 

(b) Indikator 
Morbiditas: Angka 
kesakitan 

Dinkes % NA PM PM PM 
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Kode 
Indikato

r 

Nama Indikator 
Kabupaten/Kota 

Sumber Data Satuan 
Capaian 

Tahun 2023 

Target Pencapaian 

2024 2025 2026 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

(c) Lama sekolah: 
Persentase ART 
usia 25 – 60 tahun 
yang tidak tamat 
SMP 

BPS % 9,29 9,59 9,75 9,92 

(d) Partisipasi 
sekolah: Persentase 
anak usia sekolah 7-
18 tahun yang 
tidak/belum 
bersekolah 

BPS % 0,01 PM PM PM 

(e) Listrik: 
Persentase rumah 
tangga yang sumber 
penerangan 
utamanya bukan 
listrik 

BPS % 0,0072 PM PM PM 

(f) Air minum: 
Persentase rumah 
tangga tanpa akses 
pada air minum 
bersih 

DPU PR % 0 PM PM PM 

(g) 8. Sanitasi: 
Persentase 
rumahtangga tidak 
mempunyai jamban 
(tidak ada fasilitas) 

DPU PR % 90,69 PM PM PM 

(h) Lantai: 
Persentase rumah 
tangga dengan jenis 
lantai terluas adalah 
tanah 

BPS % 0,33 PM PM PM 

(i) Bahan bakar 
memasak: 
Persentase rumah 
tangga dengan 
Bahan bakar 
memasak 
menggunakan elpiji 

BPS % 98,18 PM PM PM 

(j) 11. Aset: 
Persentase rumah 
tangga yang tidak 
punya asset 
produktif 

BPS % 2,9 PM PM PM 

(k) Akta kelahiran: 
Persentase 
penduduk yang 
berusia 0-17 tahun 
yang tidak memiliki 
akta kelahiran 

Dindukcapil % 0,01 PM PM PM 
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Kode 
Indikato

r 

Nama Indikator 
Kabupaten/Kota 

Sumber Data Satuan 
Capaian 

Tahun 2023 

Target Pencapaian 

2024 2025 2026 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

(l) 13. Akses 
internet: Persentase 
rumah tangga yang 
tidak punya akses 
internet 

BPS 

  

NA PM PM PM 

Target 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, 
termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi 
kelompok miskin dan rentan 

1.3.1* 

Proporsi penduduk 
yang menerima 
program 
perlindungan 
sosial:  
a. PKH 
b. PBI 
c. Sembako 

Dinsos P2KB, 
BPJS 

Kesehatan; 
Dinkes 

Jiwa 

a. 10.932 KK  
b. 120.203 

c. 23.839 KK 
(BPNT) 

55,12 53,73   

1.3.1.(a) 

Proporsi peserta 
jaminan kesehatan 
melalui SJSN 
Bidang Kesehatan. 

BPJS 
Kesehatan; 

Dinkes 
% 34,52 PM PM PM 

1.3.1.(b) 

Proporsi peserta 
Program Jaminan 
Sosial Bidang 
Ketenagakerjaan. 

BPJS 
Ketenagakerjaan

; BPS 
% 0,62       

Target 1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat 
miskin dan rentan memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap 
pelayanan dasar, kepemilikan, dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan 

1.4.1* 

Proporsi 
penduduk/rumah 
tangga dengan 
akses terhadap 
pelayanan dasar 

BPS % 

        

(a) Persentase 
penduduk dengan 
akses pada layanan 
air minum layak 

98,88 PM PM PM 

(b) Persentase 
penduduk dengan 
akses pada layanan 
sanitasi layak 

86,82 PM PM PM 

(c) Persentase 
penduduk dengan 
akses pada layanan 
fasilitas Penyehatan 
Dasar (fasilitas cuci 
tangan dengan 
sabun dan air) 

-       
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